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ABSTRAK 

 

ANALISIS ASPEK KEPATUHAN PROSEDUR PEMBERIAN 

PEMBIAYAAN PRODUKTIF DITINJAU DARI STANDAR 

OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA SALAH SATU BANK 

SYARIAH DI KOTA RENGAT 

(Studi Kasus Nasabah Gagal Bayar) 

OLEH: 

SINTA DWI RAMADHANI 

12170323795 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek kepatuhan terhadap 

prosedur pemberian pembiayaan produktif pada di salah satu bank syariah di kota 

Rengat, serta menelusuri faktor penyebab terjadinya nasabah yang mengalami gagal 

bayar. 6 informan dipilih sebagai partisipan dalam penelitian. Metode analisis data 

yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan sumber data 

primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, 

observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 

praktiknya, pihak bank telah sesuai menjalankan tugasnya sesuai dengan 

ketentuan SOP, Peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa DSN-

MUI yang berlaku. Meskipun demikian, tetap ditemukan adanya kasus gagal 

bayar dari beberapa nasabah. Berdasarkan temuan di lapangan, penyebab utama 

dari gagal bayar tersebut lebih disebabkan oleh faktor eksternal. 

 

Kata kunci: Aspek Kepatuhan, Standar Operasional Prosedur, Pembiayaan 

Produktif 
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ABSTRACK 

 

ANALYSIS OF COMPLIANCE ASPECTS OF PRODUCTIVE 

FINANCING PROCEDURE REVIEWED FROM STANDARD 

OPERATING PROCEDURES (SOP) AT ONE OF THE ISLAMIC BANKS 

IN RENGAT 

(Case Study of Defaulting Customers) 

BY: 

SINTA DWI RAMADHANI 

12170323795 

 

This study aims to analyze the aspects of compliance with the procedures 

for providing productive financing at one of the islamic banks in Rengat, and to 

trace the factors causing customers to default. 6 informants were selected as 

participants in the study. The data analysis method used is a descriptive 

qualitative approach, with primary and secondary data sources. Data collection 

techniques through in-depth interviews, observation, and documentation. The 

results of the study indicate that in practice, the bank has carried out its duties in 

accordance with the provisions of the Standard Operating Procedure, Regulations 

from the Financial Services Authority and the applicable DSN-MUI Fatwa. 

However, there were still cases of default from several customers. Based on 

findings in the field, the main cause of the default was more due to external 

factors. 

 

Keywords: Compliance Aspect, Standard Operating Procedure, Productive 

Financing 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam sistem perbankan syariah, pembiayaan merupakan salah satu 

fungsi utama yang mendukung pertumbuhan sektor usaha masyarakat. Salah satu 

bentuk pembiayaan yang berorientasi pada penguatan ekonomi masyarakat adalah 

pembiayaan produktif, yakni pembiayaan yang dibuat untuk mendukung aktivitas 

usaha yang menghasilkan pendapatan, baik dalam skala mikro, kecil, menengah, 

maupun besar. Pembiayaan produktif merupakan jenis pembiayaan yang 

diberikan oleh perbankan kepada sektor usaha yang memiliki potensi 

menghasilkan pendapatan, baik dalam skala mikro, kecil, menengah, maupun 

besar (Ascarya, 2017). 

Manajemen adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap penyusunan 

kebijakan, ketersediaan prosedur standar, dan manual produk dalam 

pengoperasian proses bisnis bank. Kebijakan, Standard Operational Procedure 

(SOP), yang telah ditetapkan oleh manajemen merupakan suatu arahan dan 

panduan bagi seluruh pegawai dalam menjalankan kegiatan operasional sehingga 

kegiatan operasional dijalankan secara tertib, seragam, dan aman serta terhindar 

dari kejadian risiko. Dalam sebuah perbankan, kebijakan, SOP, serta manual 

disusun secara lebih terstruktur dan sistematis mengingat kegiatan bank lebih 

kompleks, bervariasi, dan diatur secara ketat oleh regulator. Dengan adanya suatu 

keseragaman arahan dan pedoman kebijakan, ataupun SOP, akan menjadikan 

proses bekerja pegawai dapat berjalan lebih efektif dan efisien (Supit et al., 2021). 
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Khususnya dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat dalam bentuk 

pembiayaan produktif, sebelum permohonan pembiayaan tersebut disetujui oleh 

pihak perbankan tentunya ada beberapa tahapan prosedur dari pihak internal bank 

yang harus dilewati, disamping itu ketentuan dalam hal penyaluran pembiayaan 

juga tertulis dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 

Tentang Perbankan Syariah yaitu pada Bab VI pasal 36, yang berbunyi “Dalam 

menyalurkan Pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah 

dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan/atau 

UUS dan kepentingan Nasabah yang mempercayakan dananya.” 

Untuk itu efektifitas SOP khususnya dalam pemberian pembiayaan perlu 

diperhatikan agar dalam pelaksanaannya tetap sesuai dengan Standard 

Operasional Prosedur yang telah ditetapkan, untuk mengurangi tingkat kesalahan 

dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai dalam melakukan 

tugas, karena hal ini juga akan menyebabkan timbulnya potensi risiko pembiayaan 

bermasalah, dan hal ini juga akan berdampak pada kesehatan bank. Adanya SOP 

adalah untuk menjamin kesamaan tindakan, mempertahankan kualitas yang telah 

dicapai, menghindari saling lempar tanggung jawab, untuk tertib administrasi, dan 

untuk menciptakan kepastian aturan yang diekspresikan dalam bentuk komitmen 

untuk melaksanakannya sehingga akan mewujudkan kinerja yang terstruktur, 

sistematis, dan baku. Dengan semua itu tentunya akan berdampak kepada 

kemajuan instansi bank. Khususnya Bank Syariah Indonesia yang saat ini semakin 

maju dan juga pertumbuhannya semakin pesat. 
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Sebagai bagian dari kebijakan nasional, Bank Indonesia menerbitkan 

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/22/PBI/2012 yang mewajibkan bank 

umum untuk menyalurkan minimal 20% dari total portofolio pembiayaannya 

kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) secara bertahap. 

UMKM dapat menjadi penopang perekonomian suatu negara karena mampu 

menyerap sebagian tenaga kerja, bahkan sektor UMKM ini berkontribusi terhadap 

peningkatan produk domestik bruto (PDB). Pelaku UMKM semestinya 

mengetahui dan memahami pengelolaan dan pemanfaatan keuangan yang efektif 

dan efesien (Ritonga et al., 2020).  Hal ini berkaitan dengan literasi keuangan 

(financial literacy) para pelaku UMKM akan manajemen keuangan usahanya. Hal 

ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memperkuat fondasi 

perekonomian nasional melalui akses pembiayaan yang lebih luas dan terstruktur. 

Oleh karena itu, pembiayaan produktif tidak hanya menjadi strategi bisnis bank, 

tetapi juga merupakan mandat regulatif yang berkontribusi langsung terhadap 

pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengurangan ketimpangan sosial (Bank 

Indonesia, 2012) 

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, 

memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan bahwa proses pemberian 

pembiayaan produktif dijalankan secara akuntabel dan profesional. Salah satu 

instrumen pengendalian internal yang digunakan adalah penerapan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) (Antonio, 2001). Melalui instrumen pengendalian 

internal tersebut, peneliti dapat memeriksa tahapan pemberian pembiayaan, mulai 

dari analisis kelayakan usaha, verifikasi data, survei lapangan, hingga pencairan 



4 

 

 

dan pengawasan pasca pembiayaan. Kepatuhan terhadap SOP menjadi aspek 

penting dalam menjaga kualitas pembiayaan agar tidak berakhir pada pembiayaan 

bermasalah Non Performing Financing (NPF), yang berpotensi menimbulkan 

kerugian finansial dan reputasi bagi bank. 

Dalam sistem perbankan syariah, pembiayaan merupakan instrumen 

utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya sektor 

usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bank Syariah Indonesia (BSI), 

sebagai lembaga keuangan syariah terbesar di Indonesia, memiliki tanggung 

jawab strategis untuk memastikan bahwa proses pemberian pembiayaan dilakukan 

secara profesional, akuntabel, dan sesuai prinsip syariah. Untuk menjamin 

konsistensi dan akurasi dalam proses tersebut, setiap tahapan pembiayaan harus 

berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) internal bank yang 

mengatur mulai dari permohonan, verifikasi, analisis kelayakan usaha, hingga 

pencairan dana. 

Laporan dari Bank for International Settlements (BIS) dan International 

Monetary Fund (IMF) menunjukkan bahwa salah satu akar utama dari 

meningkatnya rasio pembiayaan bermasalah di sektor perbankan adalah lemahnya 

pengawasan dan ketidakefektifan SOP, terutama pada tahap validasi dokumen dan 

verifikasi nasabah. Kegagalan deteksi terhadap data palsu atau manipulatif telah 

menyebabkan banyak pembiayaan yang diberikan kepada pihak yang tidak layak 

secara finansial, sehingga berdampak langsung pada meningkatnya Non-

Performing Financing (NPF) (www.bis.org). 
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Salah satu contoh kasus nasional yang menyorot lemahnya pelaksanaan 

SOP adalah kasus yang diberitakan oleh Media Center Riau, di mana seorang 

mantan pegawai bank memalsukan identitas dan dokumen untuk memperoleh 

pembiayaan produktif dari lembaga keuangan. Meskipun proses administrasi 

dilalui secara formal, dokumen palsu tersebut tetap lolos verifikasi, sehingga bank 

mengalami kerugian besar akibat gagal bayar. Kasus ini menegaskan bahwa 

kecukupan administratif dalam SOP belum tentu menjamin integritas data dan 

kelayakan pembiayaan, terutama jika tidak disertai dengan sistem pengendalian 

internal yang kuat (mediacenter.riau.go.id, 2023). Berangkat dari fenomena 

tersebut, peneliti tertarik untuk menelusuri bagaimana aspek kepatuhan terhadap 

SOP dijalankan di salah satu bank syariah di kota Rengat, khususnya dalam kasus 

nasabah gagal bayar. 

Berdasarkan informasi kualitatif yang penulis peroleh melalui wawancara 

awal dengan pihak internal di salah satu bank syariah di Rengat, ditemukan 

adanya kecenderungan peningkatan angka pembiayaan bermasalah yang tercermin 

dari kenaikan rasio Non Performing Financing (NPF) pada beberapa periode 

terakhir. Informasi tersebut mengindikasikan bahwa rasio NPF mengalami tren 

naik srcara bertahap. Meskipun data resmi tidak dipublikasikan secara terbuka, 

penulis melakukan estimasi kisaran NPF berdasarkan kecenderungan kasus gagal 

bayar yang disampaikan oleh narasumber, yakni pada kisaran di bawah 2% dalam 

tiga tahun berturut-turut. Informasi ini menimbulkan ketertarikan bagi peneliti 

untuk menelusuri lebih lanjut bagaimana pelaksanaan prosedur pemberian 

pembiayaan dilakukan di lapangan, serta sejauh mana aspek kepatuhan dijalankan 
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dalam proses tersebut. Untuk memberikan gambaran awal, berikut ini disajikan 

data rasio NPF dari seluruh pembiayaan yang ada di salah satu bank syariah di 

kota Rengat dalam beberapa periode: 

Tabel 1. 1 Data NPF Seluruh Pembiayaan di Salah Satu Bank Syariah di Kota 

Rengat 3 Periode 

Tahun NPF (%) 

1 0,76% 

2 0,84% 

3 1,52% 

Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) menyebutkan rasio pembiayaan bermasalah (Non Core Deposit/NCD) 

industri bank umum syariah per Februari 2024 mencapai 52% (gross). Angka ini 

melampaui ketentuan, yakni maksimal 25%. Sementara, NCD unit usaha syariah 

terkendali di level 68,254% (gross). Secara keseluruhan, NCD perbankan syariah, 

baik bank umum syariah maupun unit usaha syariah, mencapai lebih dari 25% per 

Februari 2024 ini secara signifikan melampaui batas maksimal yang ditetapkan 

oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk Bank Umum Syariah, yaitu 25% dari 

total Dana Pihak Ketiga (DPK). Ketika Non-Core Deposit (NCD) melampaui 

ketentuan maksimal, seperti yang diatur oleh OJK, hal ini dapat memicu dampak 

signifikan terhadap stabilitas perbankan syariah. Salah satu risiko besar adalah 

peningkatan rasio pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) dan 

ketidakstabilan likuiditas ini memengaruhi kemampuan bank menjadi lebih rentan 

terhadap risiko likuiditas dan gagal bayar (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2024). 

Dalam konteks penelitian ini, aspek kepatuhan mencerminkan sejauh 

mana bank mematuhi ketentuan, regulasi, serta prinsip-prinsip syariah dalam 

setiap tahapan pemberian pembiayaan, mulai dari analisis kelayakan, verifikasi 
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dokumen, persetujuan kredit, hingga pencairan dana kepada nasabah. Oleh karena 

itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk mengevaluasi sejauh mana SOP 

pembiayaan telah dijalankan dengan benar, serta bagaimana tingkat kepatuhan 

terhadap prosedur tersebut dapat memengaruhi kualitas pembiayaan.  

Dalam proses pembiayaan produktif, bank wajib mengacu pada POJK 

Nomor 14/POJK.22/2012 tentang Pemberian Pembiayaan dan Manajemen 

Resiko. Peraturan ini menekankan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian 

dalam penyaluran pembiayaan dan perlunya evaluasi kelayakan nasabah, POJK 

ini berisi pedoman bagaimana bank harus mengelola risiko pembiayaan, termasuk 

standar penilaian kelayakan dan pengawasan terhadap kredit bermasalah. POJK 

Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan 

Kebijakan Pembiayaan. POJK ini mengatur prinsip-prinsip penyaluran 

pembiayaan dalam operasional bank, termasuk aspek kepatuhan dan pengelolaan 

pembiayaan. Kedua regulasi ini menjadi acuan utama dalam penyusunan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) di BSI, guna memastikan bahwa pembiayaan 

produktif dapat tersalurkan secara tepat, transparan, dan sesuai dengan prinsip 

kehati-hatian. 

 Panduan terkait ekonomi syariah yang bisa digunakan selaku pedoman 

di dalam aktivitas bisnis keuangan syariah di Indonesia adalah Fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pelaksanaan akad 

Murabahah pada pembiayaan di Bank Syariah Indonesia Cabang Pekanbaru 

apakah sesuai dengan ketentuan syari’ah atau tidak, dapat dilihat dari kesesuaian 

praktek dengan kaidah-kaidah hukum Islam tentang Murabahah. Fatwa Dewan 
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Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Murabahah 

menjelaskan bahwa rukun Murabahah adalah sebagai berikut: penyedia dana 

(shahibul maal) dan pengelola (mudharib), pernyataan ijab dan qabul, modal, 

keuntungan, dan kegiatan usaha (Kholbi et al., 2021). Dalam akad Murabahah 

dijelasakan juga tentang Fintech syariah. Fintech syariah menerapkan prinsip-

prinsip ekonomi Islam, seperti larangan bunga atau riba, skema akad, tidak 

dilakukan dengan cara penipuan (gharar), tidak memberikan mudharat kepada 

penggunanya, serta harus adanya kejelasan antara pembeli dan penjual. Literasi 

Fintech syariah menjadi sesuatu yang sangat penting bagi negara berkembang, 

seperti Indonesia (Yusmelia et al., 2024). 

(Supit et al., 2021) menunjukkan bahwa pemberian kredit pada Bank 

Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bitung telah sesuai dengan ketentuan dan 

peraturan yang berlaku. Namun permasalahan yang timbul dalam kegiatan 

perkreditan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Bitung adalah kredit 

macet dimana debitur tidak dapat membayar kewajibannya. Namun penelitian 

yang berbeda seperti yang dilakukan oleh (Satria, 2021) menemukan beberapa 

kesalahan atau kelalaian di dalam pencairan kredit sehingga menjadi perhatian 

yaitu kesalahan teknis prosedural dalam pencairan kredit yang menyebabkan 

prosedur gagal bayar. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam prosedur 

pemberian pembiayaan di di salah satu bank syariah di kota Rengat, dengan fokus 

pada evaluasi kepatuhan terhadap SOP internal, POJK serta fatwa Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Peneliti melakukan penelitian 
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terhadap hambatan-hambatan yang terjadi saat pelaksanaan pembiayaan produktif 

dan apa upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini 

menjadi penting untuk menganalisis sejauh mana salah satu bank syariah di kota 

Rengat telah mematuhi prosedur pemberian pembiayaan yang berlaku. Berdasarkan 

uraian tersebut, penulis akan melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS 

ASPEK KEPATUHAN PROSEDUR PEMBERIAN PEMBIAYAAN 

PRODUKTIF BERDASARKAN DARI STANDAR OPERASIONAL 

PROSEDUR (SOP) PADA SALAH SATU BANK SYARIAH DI KOTA 

RENGAT (Studi Kasus Nasabah Gagal Bayar)” 

1.2 Perumusan Masalah 

Untuk mempermudah pembahasan, selanjutnya penulis membuat 

rumusan masalah dari latar belakang diatas: 

1. Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan produktif berdasarkan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) di salah satu bank syariah di kota 

Rengat? 

2. Bagaimana penerapan aspek kepatuhan terhadap prosedur pemberian 

pembiayaan produktif di salah satu bank syariah di kota Rengat? 

3. Apa faktor penyebab terjadinya gagal bayar yang di alami nasabah 

pembiayaan produktif di salah satu bank syariah di kota Rengat? 

1.3 Tujuan Penelitan 

Berdasarkan rumusan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Untuk mengetahui apa saja prosedur yang diterapkan dalam 

pelaksanaan pembiayaan produktif berdasarkan Standar Operasional 

Prosedur (SOP) internal di PT. Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. 

di salah satu bank syariah di kota Rengat. 

2. Untuk mendeskripsikan penerapan aspek kepatuhan di di salah satu 

bank syariah di kota Rengat. 

3. Untuk mengidentifikasi dan memahami apa faktor yang menyebabkan 

terjadinya terjadinya gagal bayar yang di alami nasabah pembiayaan 

produktif di salah satu bank syariah di kota Rengat. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Bagi salah satu bank syariah di kota Rengat, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan sistem pembiayaan di 

perbankan syariah serta menjadi rekomendasi untuk meminimalisir 

risiko pembiayaan bermasalah di masa yang akan datang. Melalui 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal 

pengaplikasian teori-teori yang telah didapat selama perkuliahan dan 

diharapkan dapat berguna di masa yang akan datang. 

2. Bagi pengembangan ilmu yang berkaitan dengan kajian akuntansi, 

khususnya tentang aspek kepatuhan. Hasil penelitian ini diharapkan 

dapat dijadikan sebagai bahan kontribusi dalam pengembangan teori 

dan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Teori Kepatuhan Organisasional 

Teori kepatuhan Organisasional (Organizational Compliance Theory) 

dicetuskan oleh Tyler (1990). Teori Kepatuhan Organisasional berfokus pada 

bagaimana organisasi mengelola dan memastikan bahwa seluruh anggota 

organisasi mengikuti aturan, prosedur, dan kebijakan yang telah ditetapkan secara 

konsisten. Kepatuhan dalam organisasi bukan hanya soal mengikuti peraturan 

secara mekanis, tetapi juga berkaitan dengan internalisasi nilai dan norma yang 

mendukung terciptanya perilaku etis dalam menjalankan tugas dan tanggung 

jawab. 

Menurut (Parker & Nielsen, 2011) menegaskan bahwa kepatuhan 

organisasi adalah hasil sinergi antara sistem kontrol, budaya organisasi yang 

mendukung, serta insentif dan sanksi yang efektif untuk mengarahkan perilaku 

anggota organisasi agar sesuai dengan standar yang berlaku. Kepatuhan ini 

menjadi sangat penting dalam menjaga integritas dan reputasi organisasi, 

sekaligus meminimalisir risiko hukum dan operasional yang dapat merugikan 

organisasi secara signifikan. 

Dalam konteks lembaga keuangan, khususnya bank syariah, teori 

kepatuhan organisasional memiliki peran strategis dalam menjamin bahwa seluruh 

aktivitas pembiayaan dan operasional bank sesuai dengan prinsip-prinsip syariah 

dan regulasi yang berlaku. Kepatuhan terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional-
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Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan aspek krusial yang harus 

diintegrasikan dalam setiap prosedur operasional bank agar produk dan layanan 

yang diberikan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 

Menurut (Parker, 2006), organisasi yang mampu mengimplementasikan 

kepatuhan secara efektif dapat memperkuat kepercayaan nasabah dan stakeholder, 

serta mendukung keberlanjutan bisnisnya. Oleh karena itu, aspek kepatuhan yang 

sistematis dan berkelanjutan menjadi instrumen penting dalam memonitor dan 

mengevaluasi sejauh mana kepatuhan organisasi dapat terwujud dalam praktik 

sehari-hari. 

2.1.2 Aspek Kepatuhan 

Dalam konteks lembaga keuangan, aspek kepatuhan (compliance) 

merupakan elemen fundamental dalam menjalankan aktivitas operasional yang 

berlandaskan pada prinsip kehati-hatian, integritas, dan tanggung jawab terhadap 

regulasi. Menurut (Ginting & Andono, 2019) kepatuhan diartikan sebagai 

ketaatan suatu entitas terhadap peraturan perundang-undangan, ketentuan 

eksternal yang ditetapkan oleh otoritas pengawas, serta kebijakan internal yang 

berlaku dalam organisasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Peraturan OJK 

No. 46/POJK.03/2017 menjelaskan bahwa fungsi kepatuhan adalah fungsi 

independen pada bank yang bertugas untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan 

usaha bank telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang perbankan dan ketentuan lainnya yang berlaku (OJK, 2017). 

Tujuan utama dari penerapan aspek kepatuhan dalam sistem perbankan 

adalah untuk menciptakan tata kelola yang sehat, meningkatkan kepercayaan 
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publik, dan mengurangi potensi risiko, baik risiko hukum, operasional, maupun 

risiko reputasi. Kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) 

merupakan bagian integral dari sistem pengendalian internal yang dirancang 

untuk memastikan bahwa proses pembiayaan dilaksanakan secara efektif dan 

efisien (Purwanti, 2021). 

Ketika bank tidak mematuhi SOP dalam proses pembiayaan, termasuk 

dalam pembiayaan produktif, maka besar kemungkinan terjadi kesalahan 

prosedural yang dapat mengakibatkan pembiayaan bermasalah, gagal bayar, 

hingga potensi fraud. Oleh karena itu, pengawasan terhadap aspek kepatuhan 

perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui audit internal, audit kepatuhan, dan 

pemantauan dari fungsi kepatuhan (compliance function) di setiap unit kerja 

(Sutrisno, 2019) 

Pentingnya aspek kepatuhan semakin diperkuat dalam konteks bank 

syariah yang tidak hanya tunduk pada regulasi konvensional perbankan, tetapi 

juga harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam hal ini, semua produk dan 

aktivitas pembiayaan bank syariah, termasuk pembiayaan produktif, wajib 

merujuk kepada fatwa DSN-MUI sebagai dasar hukum syariah. Misalnya, untuk 

akad murabahah, bank syariah harus mematuhi Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-

MUI/IV/2000 tentang Murabahah, yang mengatur mekanisme transaksi jual beli, 

pelarangan riba, serta kewajiban transparansi harga. 

Kepatuhan tidak hanya diukur dari ketaatan administratif, tetapi juga 

mencerminkan budaya organisasi yang sehat dan profesionalisme dalam 
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menjalankan proses bisnis. Menurut (Purwanti, 2021), kepatuhan adalah perilaku 

patuh yang lahir dari kesadaran individu maupun kolektif untuk menaati ketentuan 

yang berlaku, bukan sekadar karena takut terhadap sanksi, tetapi karena adanya 

komitmen moral untuk bertindak sesuai aturan. Menurut (Sutrisno, 2019), aspek 

kepatuhan dalam organisasi mencakup kepatuhan terhadap dua hal utama: 

1. Peraturan eksternal, yaitu aturan yang ditetapkan oleh regulator seperti 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan ketentuan 

hukum yang berlaku. 

2. Peraturan internal, berupa pedoman kerja, standar operasional 

prosedur (SOP), kebijakan internal, serta instruksi kerja yang telah 

ditetapkan oleh manajemen. 

Kegagalan dalam menerapkan aspek kepatuhan dapat menimbulkan 

konsekuensi serius, mulai dari risiko hukum, risiko reputasi, risiko keuangan, 

hingga risiko operasional yang dapat mengancam stabilitas lembaga. Oleh sebab 

itu, penerapan kepatuhan dalam organisasi tidak boleh bersifat formalitas, tetapi 

harus menjadi bagian dari budaya kerja yang hidup dan berkesinambungan. 

2.1.2.1. Dimensi Aspek Kepatuhan dalam Organisasi 

Aspek kepatuhan dalam organisasi tidak hanya sekadar ketaatan terhadap 

peraturan, tetapi merupakan bagian dari tata kelola organisasi yang baik (good 

governance) yang mendukung terciptanya operasional yang sehat, aman, dan 

berintegritas. Menurut (Hermawan, 2021), aspek kepatuhan dalam organisasi 

dapat diukur melalui beberapa dimensi berikut: 

1. Kepatuhan terhadap Prosedur Operasional 
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Dimensi pertama adalah kepatuhan terhadap prosedur operasional 

yang berlaku di dalam organisasi. Prosedur operasional standar 

Standard Operating Procedure (SOP) dibuat untuk menjadi pedoman 

tertulis dalam melaksanakan tugas dan fungsi kerja setiap individu 

atau unit. Prosedur ini mencakup langkah-langkah yang harus 

dilakukan sejak awal hingga akhir proses, termasuk persyaratan, 

dokumen pendukung, alur persetujuan, hingga evaluasi akhir. Dalam 

konteks perbankan syariah, prosedur pemberian pembiayaan 

mencakup tahapan mulai dari permohonan, pengumpulan dokumen, 

analisis kelayakan calon nasabah dengan prinsip 5C (Character, 

Capacity, Capital, Condition, Collateral), pembentukan akad sesuai 

fatwa DSN-MUI, hingga pencairan dana dan monitoring pasca 

pencairan. Kepatuhan terhadap prosedur ini bertujuan untuk 

meminimalisasi risiko pembiayaan bermasalah, mencegah fraud, dan 

menjaga prinsip kehati-hatian (prudential banking). 

2. Kepatuhan terhadap Peraturan Regulator 

Dalam lingkungan yang diatur secara ketat seperti perbankan, 

kepatuhan terhadap peraturan eksternal dari otoritas pengawas 

menjadi dimensi yang sangat penting. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 

Bank Indonesia (BI), dan pemerintah melalui undang-undang telah 

menetapkan berbagai ketentuan yang harus ditaati oleh seluruh bank, 

termasuk bank syariah. Beberapa peraturan penting yang wajib 

dipatuhi oleh bank syariah meliputi: 
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1. Peraturan OJK tentang manajemen risiko (POJK 

No.18/POJK.03/2016) 

2. Peraturan OJK tentang batas maksimum penyaluran pembiayaan 

3. Ketentuan tentang penanganan pembiayaan bermasalah Non-

Performing Financing (NPF) 

4. Pelaporan secara berkala kepada OJK dan Bank Indonesia 

5. Kepatuhan terhadap ketentuan Anti-Pencucian Uang (APU) dan 

Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) 

Tidak mematuhi peraturan regulator dapat menimbulkan dampak 

besar, seperti sanksi administratif, denda finansial, pembatasan 

operasional, dan bahkan pencabutan izin usaha. Oleh karena itu, 

kepatuhan terhadap ketentuan eksternal menjadi tanggung jawab 

seluruh level organisasi, tidak hanya unit kepatuhan. 

3. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah 

Bagi bank syariah, semua produk, akad, dan kegiatan operasional 

wajib sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Pelanggaran terhadap prinsip 

ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah 

dan berpotensi menimbulkan pembiayaan bermasalah. Sebagai 

lembaga keuangan berbasis syariah, salah satu bank syariah di kota 

Rengat wajib mematuhi prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Seluruh 

produk pembiayaan, akad, serta proses transaksi harus dipastikan tidak 
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mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maisir (judi atau 

spekulasi). 

2.1.2.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan dalam 

Organisasi 

Kepatuhan dalam organisasi, khususnya di sektor perbankan syariah, 

tidak terjadi secara otomatis, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal 

dan eksternal yang saling terkait. Menurut Widyaningsih (2020) dan didukung 

oleh penelitian Rahman & Arifin (2021), terdapat beberapa faktor utama yang 

menentukan sejauh mana kepatuhan dapat terimplementasi secara optimal dalam 

sebuah organisasi, yaitu: 

1. Budaya Organisasi 

Budaya organisasi adalah nilai-nilai, norma, dan perilaku yang 

tumbuh dan berkembang dalam suatu institusi. Budaya organisasi 

yang positif menciptakan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi 

integritas, disiplin, kejujuran, dan profesionalisme. Dalam konteks 

bank syariah, budaya kepatuhan tidak hanya terkait patuh pada aturan 

hukum dan kebijakan internal, tetapi juga menekankan nilai moral dan 

tanggung jawab syariah. Dalam lingkungan yang menghargai 

kepatuhan, pelanggaran tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran 

prosedur, tetapi sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai 

organisasi. Oleh karena itu, bank perlu membangun budaya patuh 

melalui contoh teladan dari pimpinan, komunikasi yang terbuka, dan 

penerapan nilai-nilai perusahaan ke dalam praktik sehari-hari. 

2. Komitmen Manajemen Puncak (Top Management Commitment) 
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Komitmen manajemen puncak merupakan faktor yang sangat 

berpengaruh dalam menanamkan dan menegakkan kepatuhan di 

organisasi. Pimpinan yang konsisten dalam menerapkan aturan, 

mematuhi kebijakan, dan memberikan contoh yang baik akan 

mendorong seluruh anggota organisasi untuk mengikuti jejak tersebut. 

Dalam konteks di salah satu bank syariah di kota Rengat, komitmen 

pimpinan cabang dan unit kerja sangat menentukan kepatuhan 

pelaksanaan prosedur pemberian pembiayaan, mulai dari proses 

pengajuan, analisis risiko, hingga monitoring pasca pencairan. 

3. Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal 

Pengawasan yang baik merupakan kunci untuk mendorong dan 

menjaga kepatuhan. Sistem pengendalian internal (SPI) yang efektif 

akan mengidentifikasi potensi risiko ketidakpatuhan sejak dini, serta 

menyediakan mekanisme pengendalian untuk mencegah pelanggaran. 

Menurut COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission), sistem pengendalian internal terdiri dari lima 

komponen utama, yaitu: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, 

aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. 

BSI sebagai lembaga perbankan syariah memiliki fungsi pengawasan 

internal yang dilakukan oleh audit internal dan fungsi kepatuhan 

(compliance unit), serta diawasi pula oleh Dewan Pengawas Syariah 

(DPS). Kelemahan dalam pengawasan berpotensi menimbulkan 
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pelanggaran prosedur, yang pada akhirnya berdampak pada 

peningkatan pembiayaan bermasalah (NPF). 

4. Pemberian Sanksi Tegas 

Sanksi yang tegas dan adil memiliki efek jera terhadap 

pelanggaran. Tanpa adanya penegakan aturan, pelanggaran akan 

cenderung dianggap hal yang biasa. Sanksi tidak hanya bersifat 

hukuman, tetapi juga bentuk pengendalian sosial agar karyawan tidak 

mengulangi kesalahan. Dalam bank, sanksi dapat berupa teguran lisan, 

peringatan tertulis, penurunan jabatan, hingga pemutusan hubungan 

kerja, tergantung tingkat pelanggaran. Namun, sanksi juga harus 

diberikan secara adil dan tidak diskriminatif agar tidak menimbulkan 

kecemburuan sosial dalam organisasi. 

2.1.2.3. Relevansi Aspek Kepatuhan dengan Penelitian 

Aspek kepatuhan memegang peran yang sangat penting dalam 

operasional lembaga keuangan, khususnya di sektor perbankan syariah. 

Kepatuhan bukan hanya tentang mematuhi aturan secara administratif, tetapi 

merupakan cerminan dari tata kelola perusahaan yang baik GCG (Good 

Corporate Governance) serta komitmen institusi terhadap prinsip kehati-hatian, 

transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial. 

Dalam penelitian ini, aspek kepatuhan yang dikaji berfokus pada 

kesesuaian antara prosedur pemberian pembiayaan produktif di salah satu bank 

syariah di kota Rengat dengan ketentuan internal bank, peraturan OJK, dan fatwa 

DSN-MUI. Tingkat kepatuhan ini dianalisis untuk mengidentifikasi apakah 

pelanggaran atau ketidaksesuaian prosedur menjadi penyebab munculnya 
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pembiayaan bermasalah (NPF). Dengan memahami aspek kepatuhan secara 

menyeluruh, bank dapat melakukan perbaikan sistem pengendalian internal, 

meningkatkan pelatihan bagi karyawan, dan memperkuat budaya patuh di 

lingkungan kerja sebagai langkah pencegahan terhadap pembiayaan bermasalah di 

masa depan. 

2.1.3 Audit Kepatuhan 

Menurut (Moeller & Brady, 2011), audit kepatuhan adalah salah satu 

bentuk audit yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana entitas mematuhi 

hukum, peraturan, kebijakan, dan prosedur yang relevan. Audit ini menjadi 

penting karena tidak hanya mencegah terjadinya pelanggaran, tetapi juga 

membantu memastikan bahwa kegiatan operasional sesuai dengan nilai-nilai 

organisasi dan ketentuan regulator. Pada bank syariah, audit kepatuhan juga 

dilakukan untuk memastikan bahwa aktivitas pembiayaan tidak bertentangan 

dengan prinsip-prinsip syariah, dan bahwa bank telah melaksanakan prinsip 

transparansi, keadilan, serta menghindari praktik riba, gharar, dan maysir. 

Audit kepatuhan merupakan salah satu jenis audit yang digunakan untuk 

menilai apakah aktivitas suatu entitas telah dijalankan sesuai dengan kebijakan, 

peraturan, dan prosedur yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh regulator 

eksternal maupun internal organisasi. Menurut (Satria, 2021), audit kepatuhan 

bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa entitas telah mematuhi aturan dan 

ketentuan yang relevan. Dalam konteks perbankan syariah, audit kepatuhan 

berperan penting untuk memastikan bahwa SOP internal dalam proses pemberian 

pembiayaan dilaksanakan secara konsisten, serta selaras dengan prinsip syariah. 
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Dengan menggunakan pendekatan audit kepatuhan, peneliti dapat menganalisis 

secara sistematis sejauh mana kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh bank 

telah sesuai dengan pedoman operasional yang ditetapkan secara internal. Oleh 

karena itu, teori audit kepatuhan menjadi landasan yang tepat dalam menilai aspek 

kepatuhan terhadap prosedur pembiayaan pada Bank Syariah Indonesia. 

 (Mulyadi, 2014), Audit kepatuhan merupakan audit yang dilakukan 

dengan tujuan untuk mengevaluasi apakah subjek audit telah mematuhi ketentuan 

yang berlaku. Biasanya, hasil dari audit ini disampaikan kepada pihak-pihak yang 

memiliki otoritas dalam menetapkan kriteria tersebut. Ada dua fase dalam 

pelaksanaan audit kepatuhan ini, yaitu fase wawancara dan fase pengujian. 

Dengan menggunakan serangkaian pertanyaan atau kuesioner, tim audit akan 

mewawancarai auditee secara langsung selama fase wawancara. Audit kepatuhan 

sendiri bertujuan untuk melakukan penilaian terkait objek yang diaudit apakah 

telah mematuhi kondisi, regulasi, serta undang-undang yang berlaku. Menurut 

(Agoes, 2012), mendefenisikan bahwa Compliance Audit didefinisikan sebagai 

pemeriksaan yang dilakukan untuk memastikan apakah perusahaan telah 

mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak 

internal perusahaan maupun pihak eksternal. 

Sebagai kesimpulan, ISSAI 300 memberikan CA berikut definisi: “Audit 

kepatuhan adalah penilaian independent apakah suatu pokok bahasan tertentu 

sudah sesuai dengan otoritas yang berlaku diidentifikasi sebagai kriteria. Audit 

kepatuhan dilakukan dengan mengevaluasi apakah aktivitas, transaksi, dan 
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informasi keuangan sepenuhnya mematuhi semua aspek material sesuai ketentuan 

otoritas yang mengatur entitas yang diaudit. (ISSAI 2016). 

2.1.4 Pembiayaan 

2.1.4.1. Pengertian Pembaiyaan 

Bank belrfulngsi selbagai lelmbaga pelrantara kelulangan yang tidak hanya 

melnghimpuln dana dari masyarakat, teltapi julga melndistribulsikan dana telrselbult 

kelmbali kelpada masyarakat. Di bank konvelnsional, pelndistribulsian dana ini 

ulmulmnya dalam belntulk kreldit, seldangkan di bank syariah, hal ini dikelnal delngan 

istilah pelmbiayaan, Gulstiawan elt al.,(2022:147). Pembiayaan merupakan salah 

satu produk yang banyak diminati. Produk ini berupa penyaluran dana bank 

syariah atau pendanaan yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain untuk 

mendukung investasi yang telah direncanakan. Komponen pembiayaan 

merupakan komoditas utama perbankan syariah dalam memperoleh keuntungan. 

Dimana keuntungan yang diperoleh perbankan akan menjamin kelangsungan 

usaha perbankan syariah di masa yang akan datang (Suryadi, 2022). 

Melnulrult UlUl No.21 Tahuln 2008 telntang Pelrbankan Syariah, Bab I Pasal 

1 Nomor 25, pelmbiayaan adalah pelnyeldiaan dana ataul tagihan yang seltara, 

mellipulti belrbagai transaksi selpelrti bagi hasil (muldharabah dan mulsyarakah), 

selwa (ijarah ataul selwa belli), julal belli piultang (mulrabahah, salam, dan istishna), 

pinjaman piultang (qardh), dan selwa jasa (ijarah mulltijasa). Transaksi ini 

melmbultulhkan pelrseltuljulan antara Bank Syariah, Undang-Undang Syariah (UUS), 

dan pihak lain delngan kelwajiban pelnelrima dana ataul fasilitas ulntulk 

melngelmbalikan dana seltellah jangka waktul telrtelntul delngan imbalan uljrah, tanpa 

imbalan, ataul bagi hasil. Pembiayaan memiliki hubungan yang erat dengan akad. 
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Dalam ekonomi syariah, produk pembiayaan dibagi menjadi empat kategori 

berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu: (Antonio, 2001) 

1) Pembiayaan yang berdasarkan prinsip jual beli (ba’i) meliputi: jual 

beli murabahah, salam, dan istisna'. 

2) Pembiayaan yang menggunakan prinsip sewa mencakup: Ijarah dan 

Ijarah muntahiya biltamlik/wa iqtina. 

3) Pembiayaan yang didasarkan pada prinsip bagi hasil mencakup: 

Mudarabah dan Musyarakah. 

4) Pembiayaan yang melibatkan akad tambahan termasuk: Hiwalah (alih 

piutang), Rahn (gadai), Qard (pemberian dana), Wakalah 

(perwakilan), serta Kafalah (jaminan bank). 

2.1.4.2. Tujuan Pembiayaan 

Penyediaan fasilitas pembiayaan memiliki tujuan tertentu yang selalu 

berkaitan dengan misi utama pendirian bank tersebut. Beberapa tujuan utama dari 

pemberian pembiayaan meliputi: 

1) Menghasilkan keuntungan, yaitu mendapakan imbal hasil dan laba 

dari suatu pembiayaan yang diberikan. 

2) Mendukung usaha nasabah yang memerlukan dana, baik untuk 

investasi ataupun untuk modal kerja. 

3) Mendukung pemerintah dengan meningkatkan jumlah pembiayaan 

yang salurkan oleh bank, karena semakin banyak pembiayaan yang 

diberikan kepada masyarakat, akan berdampak positif pada 

pertumbuhan berbagai sektor 
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2.1.4.3. Fungsi Pembiayaan 

Secara umum, pembiayaan berfungsi sebagai berikut: (Muhammad, 

2014, pp. 20–21) 

1) Meningkatkan daya guna uang 

Di bank, penabung menyimpan uang mereka dalam bentuk 

deposito, rekening tabungan, atau setoran permintaan. Sebagian dari 

dana ini kemudian digunakan oleh bank untuk mendukung perusahaan 

lain yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas. Pembiayaan 

bank membantu pengusaha menumbuhkan atau mengembangkan 

bisnis mereka, baik melalui manufaktur, perdagangan, rehabilitasi 

perusahaan, atau peluncuran usaha baru. Secara umum, inisiatif 

sedang dibuat untuk meningkatkan produktivitas keseluruhan melalui 

pendanaan ini. Akibatnya, uang yang disimpan di bank tidak hanya 

diselesaikan tetapi juga dimanfaatkan dengan baik oleh pemilik bisnis 

dan masyarakat umum. 

2) Meningkatkan daya guna barang 

Produsen dapat mengubah bahan baku menjadi barang yang sudah 

selesai dengan bantuan keuangan bank, memperluas aplikasi mereka. 

Selain itu, perusahaan dapat memindahkan komoditas dari lokal 

manfaat rendah ke daerah dengan permintaan yang lebih besar untuk 

mereka. Intinya, nilai setiap item naik ketika dikirim atau dipindahkan 

dari satu area ke area lain di mana ia lebih sering digunakan. 

Distributor membutuhkan dukungan modal dari bank dalam bentuk 



25 

 

 

pembiayaan karena keuangan mereka tidak dapat menutupi transfer ini 

secara penuh. 

3) Mendorong semangat berusaha 

Sebagai makhluk ekonomi, manusia selalu terlibat dalam aktivitas 

usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Usaha yang dijalankan akan 

terus berkembang sesuai dinamika yang ada, namun pertumbuhan 

usaha tidak selalu selaras dengan kemampuan sumber daya manusia. 

Oleh sebab itu, pengusaha sering berhubungan dengan bank untuk 

mendapatkan dukungan modal dalam mengembangkan usahanya. 

Dana yang didapat dari bank selanjutnya digunakan untuk 

mengembangkan skala usaha dan meningkatkan produktivitasnya. 

4) Menjaga stabilitas ekonomi 

Dalam kondisi ekonomi yang saat ini kurang sehat, upaya 

stabilisasi terutama diarahkan pada beberapa langkah seperti: 

a) Mengatur inflasi 

b) Meningkatkan jumlah ekspor 

c) Memperbaiki infrastruktur 

d) Memenuhi kebutuhan pokok masyarakat untuk menekan inflasi, 

sekaligus mendukung pembangunan ekonomi, dimana pembiayaan 

dari bank berperan penting 
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2.1.5 Pembiayaan Produktif yang ada di salah satu bank syariah di kota 

Rengat 

Secara umum jenis-jenis pembiayaan produktif yang ada di salah satu bank 

syariah di kota Rengat dapat digambarkan sebagai berikut: (Bank Syariah 

Indonesia, 2022) 

Tabel 2. 1 Jenis-Jenis Pembiayaan Produktif di Salah Satu Bank Syariah di 

Kota Rengat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5.1. Pembiayaan Modal Kerja 

Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayan untuk memenuhi kebutuhan 

peningkatan produksi baik secara kuantitatif (jumlah hasil produksi) maupun secara 

kualitatif (peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi) dan untuk keperluan 

perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang. (Antonio, 2001). 

Pembiayaan modal kerja syariah merupakan pembiayaan jangka pendek yang 

diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya 

berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja 

maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpajangan 

Pembiayaan Produktif 

Pembiayaan Modal Kerja 

Pembiayaan Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) 

Pembiayaan Usaha Mikro 

(PUM) 

Cicilan Emas Produktif 

Pembiayaan Kredit Umum 

Mikro (KUM) Syariah 

Pembiayaan Investasi 

Pembiayaan Ib Multiguna 
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fasilitas pembiayaan modal kerja dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur 

dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan (Litriani, 2017).  

Dalam perbankan syariah, margin adalah keuntungan yang disepakati 

bersama antara bank dan nasabah dalam akad jual beli (murabahah), yang 

dibayarkan secara angsuran bersama pokok pembiayaan. Tidak disebut sebagai 

"bunga", tetapi markup tetap yang disepakati di awal dan tidak berubah selama 

tenor. Markup pembiayaan modal kerja di salah satu bank syariah di kota Rengat 

berada pada kisaran: 

Dalam praktik perbankan syariah, termasuk di Bank Syariah Indonesia, 

markup untuk pembiayaan modal kerja ditentukan secara transparan di awal akad 

dan tidak berubah hingga akhir pembiayaan. Rata-rata markup yang dikenakan 

untuk UMKM berkisar antara 8% hingga 12% per tahun secara flat, tergantung 

pada jenis pembiayaan dan kelayakan usaha. Hal ini berbeda dengan bunga pada 

bank konvensional, karena markup ditetapkan dalam rangka jual beli, bukan 

berdasarkan waktu dan pinjaman uang. 

Dalam penyalurannya, BSI merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2014 tentang mengatur penyelenggaraan 

usaha oleh bank umum syariah dan unit usaha syariah. POJK ini mengatur 

prinsip-prinsip syariah dalam operasional bank, termasuk aspek kepatuhan 

terhadap prinsip syariah dan pengelolaan pembiayaan. 

Produk- Produk Pembiayaan Modal Kerja Syariah: 



28 

 

 

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk 

pembiayaan syari’ah terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan 

tujuan penggunaannya yaitu (Bawono & Oktaviani, 2016):  

1) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang 

dilakukan dengan prinsip jual beli.  

2) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa 

dilakukan dengan prinsip sewa.  

3) Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna 

mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.  

Jenis Akad yang Digunakan untuk Pembiayaan Modal Kerja di BSI: 

1. Akad Murabahah 

Digunakan apabila modal kerja dibutuhkan untuk membeli barang atau 

bahan baku tertentu. Dalam akad ini, BSI membeli barang yang 

dibutuhkan nasabah terlebih dahulu, lalu menjualnya kembali kepada 

nasabah dengan harga yang mencakup margin keuntungan yang 

disepakati. 

2. Akad Mudharabah 

Digunakan jika nasabah menyediakan keahlian/tenaga dan BSI 

menyediakan modal. Keuntungan dibagi sesuai nisbah (porsi) yang 

disepakati, dan kerugian ditanggung bank sepanjang bukan karena 

kelalaian nasabah. Sistem bagi hasil telah lama dipraktikkan di 

perekonomian Indonesia jauh sebelum adanya sistem bagi hasil di 

lingkungan perbankan. Dalam dunia perbankan, bagi hasil dikenal dengan 
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istilah mudharabah, sementara dalam perekonomian masyarakat 

menggunakan istilah yang berbeda. Sistem ini lahir dari adanya rasa saling 

membutuhkan antara pemilik modal dan pengelola, di mana keduanya 

menyatukan potensi untuk mewujudkan kekuatan ekonomi yang produktif 

(Indrayani & Harkaneri, 2018) 

3. Akad Musyarakah 

Digunakan ketika BSI dan nasabah sama-sama menyertakan modal untuk 

menjalankan usaha bersama. Akad ini cocok jika pembiayaan dilakukan 

secara kolaboratif dan bank ikut menanggung risiko usaha. 

4. Akad Ijarah 

Jika pembiayaan digunakan untuk menyewa alat produksi atau aset 

lainnya yang diperlukan untuk menjalankan usaha. 

2.1.5.2. Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan inisiatif pemerintah 

yang bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah (UMKM). Program KUR disalurkan melalui lembaga keuangan 

dengan menggunakan skema penjaminan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh 

(Ika et al., 2021) program KUR adalah inisiatif pemerintah yang menyediakan 

kredit atau pembiayaan dengan jumlah di bawah Rp 500.000.000. Program ini 

menawarkan pola penjaminan oleh pemerintah dengan cakupan penjaminan 

maksimal 80% dari plafon kredit untuk sektor-sektor seperti pertanian, kelautan 

dan perikanan, kehutanan, serta industri kecil, dan 20% untuk sektor lainnya. 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) ini menawarkan solulsi bagi Usaha Kecil, Mikro, dan 
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Koperasi untuk memperoleh modal usaha. Oleh karena itu, salah satu bank 

syariah di kota Rengat melalui program ini berusaha menyediakan akses yang 

lebih luas bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang 

layak tetapi belum memenuhi syarat perbankan untuk mendapatkan modal usaha. 

(Bank Syariah Indonesia, 2022) 

Mulrabahah merupakan akad yang melnelntulkan harga belli selrta 

kelulntulngan yang tellah diselpakati belrsama antara pelnjulal dan pelmbelli. Syarat-

syarat julal belli akad mulrabahah (Bai‟ Al-Mulrabahah) antara lain yaitul pellanggan 

yang melngeltahuli biaya modal dari pelnjulal, pelrjanjian kontrak haruls dibulat selsulai 

delngan syarat-syarat yang tellah diteltapkan, jalulr transaksi haruls dilakulkan selsulai 

delngan prinsip riba, pelnjulal wajib melmbelri tahul pelmbelli jika telrjadi kelrulsakan 

pada barang, sellain itul, pelnjulal haruls melngulngkapkan selmula informasi yang 

belrkaitan delngan transaksi telrselbult, telrmasulk jika ada tindakan yang tidak eltis 

(Ascarya, 2017). 

Menurut (Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2021) ketentuan-ketentuan 

untuk jual beli dalam akad murabahah (Bai‟ Al-Murabahah) adalah sebagai 

berikut:  

1) Penjual harus menjual barang kepada pembeli dengan 

memberitahukan harga modal atau harga asli barang tersebut. 

2) Transaksi harus dilakukan secara jujur dan terbuka, tanpa ada hal yang 

disembunyikan. 

3) Transaksi tidak boleh melibatkan unsur riba (bunga yang dilarang 

dalam Islam). 
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4) Penjual terlebih dahulu wajib memberitahukan pembeli jika ada 

kerusakan atau cacat pada produk yang akan dijual. 

5) Penjual harus memberitahu seluruh informasi yang relevan terkait 

transaksi, terutama jika ada sesuatu yang tidak etis atau tidak sesuai 

2.1.5.3. Pembiayaan Investasi 

Pembiayaan investasi adalah jenis pembiayaan yang diperuntukkan untuk 

pengadaan barang modal atau aset tetap yang digunakan dalam jangka waktu 

panjang guna mendukung pengembangan kapasitas produksi suatu usaha. Berbeda 

dengan pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi biasanya memiliki tenor 

yang lebih panjang dan nilai yang lebih besar karena melibatkan pembelian mesin, 

peralatan, gedung, atau fasilitas lain yang menjadi aset produktif. (Ascarya, 2017) 

Dalam praktik bank syariah, pembiayaan investasi umumnya 

menggunakan akad ijarah muntahiyah bittamlik, musyarakah mutanaqishah, atau 

istishna‟. Akad ijarah muntahiyah bittamlik adalah sewa guna usaha yang diakhiri 

dengan pengalihan kepemilikan aset kepada nasabah setelah masa sewa selesai. 

Sedangkan musyarakah mutanaqishah adalah kerja sama modal di mana 

kepemilikan aset secara bertahap dialihkan kepada nasabah sesuai dengan porsi 

pembayaran yang dilakukan. Pembiayaan investasi juga memiliki risiko yang 

lebih tinggi dibanding pembiayaan modal kerja, karena melibatkan komitmen 

jangka panjang dan kemungkinan perubahan kondisi pasar. (Bank Syariah 

Indonesia, 2022) 
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2.1.5.4. Kredit Umum Mikro (KUM) Syariah 

Kredit Umum Mikro (KUM) Syariah adalah pembiayaan yang diberikan 

oleh bank syariah kepada pelaku usaha mikro yang sudah layak dan memiliki 

usaha tetap, namun belum masuk dalam skema KUR. KUM ini biasanya 

ditujukan untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi dengan nominal yang 

relatif kecil dan persyaratan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan 

pembiayaan konvensional. Penyaluran KUM di bank syariah menggunakan 

berbagai akad sesuai dengan jenis usaha dan kebutuhan nasabah, seperti akad 

murabahah untuk pembelian barang modal atau bahan baku, dan akad 

musyarakah untuk kerja sama usaha yang melibatkan pembagian hasil 

keuntungan. Dengan pendekatan ini, pembiayaan yang diberikan tetap sesuai 

dengan prinsip-prinsip syariah. (Bank Syariah Indonesia, 2022) 

2.1.5.5. Pembiayaan Usaha Mikro (PUM) 

Pembiayaan Usaha Mikro (PUM) merupakan program pembiayaan yang 

difokuskan untuk mendukung usaha mikro, khususnya yang belum memiliki akses 

mudah ke perbankan formal. Pembiayaan ini sering kali dilakukan melalui kerja 

sama antara bank syariah dengan lembaga keuangan mikro atau koperasi simpan 

pinjam yang berprinsip syariah. 

PUM biasanya diberikan dengan nominal yang sangat kecil dan proses 

administrasi yang sederhana. Tujuan utama PUM adalah meningkatkan kapasitas 

ekonomi pelaku usaha mikro sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan keluarga. Metode pembiayaan yang digunakan bisa bervariasi, 

mulai dari akad murabahah, mudharabah, hingga qardhul hasan, tergantung pada 
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kesepakatan antara lembaga pemberi pembiayaan dan nasabah. Skema kelompok 

juga sering diterapkan dalam PUM untuk memudahkan pengelolaan dan 

pengawasan. (Bank Syariah Indonesia, 2022) 

2.1.5.6. Cicilan Emas Produktif (CILEM) 

Cicilan Emas Produktif, yang sering dikenal dengan CILEM, merupakan 

salah satu inovasi produk pembiayaan yang menggabungkan investasi emas 

dengan kebutuhan pembiayaan usaha. Melalui produk ini, nasabah dapat membeli 

emas dengan cara mencicil secara berkala, dan emas tersebut dapat dimanfaatkan 

sebagai agunan atau modal usaha. Produk CILEM memiliki dua fungsi utama, 

yakni sebagai instrumen investasi dan sebagai modal produktif. Nasabah yang 

mengikuti program ini bisa menggunakan nilai emas yang telah dicicil untuk 

mendukung kegiatan usaha, misalnya menjual emas sebagai modal kerja atau 

menggadaikan emas untuk mendapatkan dana segar. Dalam praktiknya, 

pembiayaan CILEM biasanya menggunakan akad murabahah atau ijarah, sesuai 

dengan ketentuan bank syariah. (Bank Syariah Indonesia, 2022) 

2.1.5.7. Pembiayaan Islamic Bank (IB) Multiguna 

Pembiayaan IB Multiguna adalah produk pembiayaan syariah yang 

diberikan kepada nasabah untuk berbagai keperluan konsumtif maupun produktif 

yang tidak termasuk dalam pembiayaan khusus seperti pembiayaan kendaraan, 

rumah, atau KUR. Istilah "IB" mengacu pada "Islamic Banking", sedangkan 

"multiguna" menunjukkan bahwa pembiayaan ini bersifat fleksibel dalam 

penggunaannya, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam 

pembiayaan ini, nasabah bisa mengajukan pembiayaan untuk berbagai kebutuhan, 
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seperti biaya pendidikan, renovasi rumah, pembelian peralatan rumah tangga, 

modal usaha kecil, atau pelunasan utang konsumtif non-riba. Akad yang 

Digunakan Pembiayaan IB Multiguna umumnya menggunakan akad Murabahah 

(jual beli), Ijarah (sewa guna), atau dalam beberapa kasus Multijasa dengan akad 

Ijarah/Service Fee tergantung tujuan penggunaan dana. (Antonio, 2001) 

2.1.7 Standar Operasional Pembiayaan (SOP) Pembiayaan Produktif 

Berdasarkan teori yang diuraikan oleh (Ikatan Bankir Indonesia, 2014) 

maka dapat dijelaskan bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) Pembiayaan 

Produktif adalah sebagai berikut: 

a. Tahapan Proses Pembiayaan 

Dalam hal ini meliputi 2 (aspek) sebagai berikut: 

1) Pengumpulan Informasi dan Dokumentasi 

Data dan informasi yang diperlukan dalam proses pembiayaan, antara 

lain: 

a) Permohonan pembiayaan. 

b) Dokumen perizinan/surat keterangan usaha. 

c) Dokumen identitas nasabah. 

d) Laporan keuangan. 

e) Laporan pembiayaan nasabah (credit history) apabila sebelumnya 

nasabah pembiayaan telah mendapat fasilitas pinjaman dari bank. 

f) Fotokopi dokumen jaminan/agunan. 

g) Dokumen lain yang diperlukan apabila ada 

2) Verifikasi Data 



35 

 

 

Beberapa metode verifikasi data dan informasi yang dapat digunakan, 

antara lain: 

a) On The Spot checking (OTS) 

b) Bank Checking 

c) Trade Checking 

b. Analisa Pembiayaan 

Tahapan analisa pembiayaan meliputi beberapa aspek sebagai berikut: 

a) Analisis Kualitatif (meliputi aspek manajemen, aspek produksi, aspek 

pemasaran, aspek legal, dan kondisi perekonomian) 

b) Analisis Kuantitatif (meliputi aspek keuangan/dana calon nasabah) 

c) Analisis Jaminan/Agunan 

c. Keputusan Pembiayaan 

d. Administrasi dan Pembukuan Pembiayaan 

Pada tahap ini meliputi beberapa proses sebagai berikut: 

a) Surat Pemberitahuan Keputusan Pembiayaan (SPKP) 

b) Perjanjian Pembiayaan 

c) Pengakatan Agunan 

d) Penutupan Asuransi Agunan 

e) Disbursement (Pencairan Pembiayaan) 

f) Pemantauan Pembiayaan 
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2.2 Review Studi Terdahulu 

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu 

No. Judul 

Penelitian 

Penulis 

(Tahun) 

Hasil Penelitian 

1. Analisis Proses 

Pemberian 

Kredit Pada 

Bank Rakyat 

Indonesia 

(BRI) Cabang 

Bitung 

(Supit et 

al., 2021) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pemberian kredit pada Bank Rakyat 

Indonesia (BRI) Cabang Bitung telah 

sesuai dengan ketentuan dan peraturan 

yang berlaku. Namun permasalahan 

yang timbul dalam kegiatan perkreditan 

pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

Cabang Bitung adalah kredit macet 

dimana debitur tidak dapat membayar 

kewajibannya 

2. Analisis Audit 

Kepatuhan 

Terhadap 

Prosedur 

Pemberian 

Pembiayaan 

Modal Kerja 

Pada Bank 

Sulselbar 

(Khaliq, 

2020) 

Audit kepatuhan yang dilakukan di Bank 

Sulselbar Cabang Syariah Makassar 

efektif dan sesuai dengan ketentuan 

yang dibuat oleh Bank Indonesia. Audit 

ini memastikan bahwa semua tahap 

pembiayaan diikuti dan diawasi, serta 

menekankan pentingnya audit kepatuhan 

dalam perbankan untuk mengurangi 

risiko dan meningkatkan kualitas 
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Cabang 

Syariah 

Makassar 

layanan. Kontrol internal di bank juga 

dinyatakan baik, dengan sistem 

pengarsipan yang teratur dan prosedur 

yang diikuti dalam pemberian 

pembiayaan. 

3. Audit 

Kepatuhan 

Terhadap 

Sistem 

Pemberian 

Kredit Modal 

Kerja PT. Bank 

Negara 

Indonesia 

(Persero) TBK, 

Kantor Cabang 

Syariah 

Palembang 

(Studi Kasus 

Pada Koprasi 

Plasma Mekar 

Sari Jaya) 

(Satria, 

2021) 

Terdapat beberapa kesalahan atau 

kelalaian di dalam pencairan kredit 

sehingga menjadi perhatian yaitu 

kesalahan teknis prosedural dalam 

pencairan kredit. Koperasi Plasma 

Mekar Sari Jaya mengajukan kredit 

untuk pengembangan usaha, namun 

terdapat kekhawatiran mengenai 

keandalan laporan keuangan yang belum 

diaudit oleh auditor independen, serta 

kelemahan dalam proses kredit seperti 

kurangnya asuransi kebakaran dan izin 

mendirikan bangunan (IMB). 

4. Pelaksanaan (Irot et al., Audit kepatuhan telah dilaksanakan 
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Audit 

Kepatuhan 

Dalam Proses 

Pemberian 

Kredit di PT. 

Bank Negara 

Indonesia 

(Persero) TBK, 

Sentra Kredit 

Menengah 

Manado 

2019) dengan baik pada PT. Bank Negara 

Indonesia (Persero) Tbk, Sentra Kredit 

Menengah Manado, dimana dengan 

adanya audit kepatuhan dapat 

mengurangi risiko kredit dan hal ini 

dapat dilihat dari nilai kualitas kredit 

yang diberikan selama 2,5 tahun terakhir 

5. Audit 

Kepatuhan 

Atas Prosedur 

Pemberian 

Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) 

Pada PT. Bank 

Rakyat 

Indonesia 

(PERSERO) 

Tbk. Unit Kuto 

Cabang 

(Islamiati, 

2020) 

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk Unit Kuto Cabang Sriwijaya 

Palembang dalam pelaksanaan 

pemberian pembiayaan masih terdapat 

beberapa penyimpangan dari prosedur 

yang telah ditetapkan. 
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Sriwijaya 

Palembang 

6. Analisis Sistem 

Pengendalian 

Internal 

Pemberian 

Kredit Pada 

PD. BPR Bank 

Daerah 

Lamongan 

(Fibriyanti 

& Wijaya, 

2018) 

Penelitian ini menunjukkan bahwa 

prosedur pemberian kredit yang 

dilakukan oleh PD. BPR Bank Daerah 

Lamongan kepada debiturnya sangat 

efektif dengan prosentase sebesar 

89,86%. Sistem pengendalian internal 

yang diterapkan sebesar 74,6 % 

sehingga dapat dikatakan cukup efektif 

karena telah memenuhi unsur-unsur 

pengendalian internal yang ada. 

7. Evaluasi 

Prosedur 

Pembiayaan 

Dengan Akad 

Murabahah 

Dan Perlakuan 

Akuntansinya 

(Studi kasus di 

PT. Bank BNI 

Syariah 

Cabang 

(A’yun, 

2016) 

Prosedur pembiayaan dengan akad 

murabahah telah sesuai dengan syariat 

Islam, sedangkan untuk perlakuan 

akuntansi murabahah belum sepenuhnya 

sesuai dengan PSAK yang ada. 

Untuk pengakuan dan pengukuran, 

penyajian serta pengungkapan secara 

umum telah sesuai dengan PSAK 

No.55,50 dan 60. 
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Jember) 

8. Analisis 

Kelayakan 

Pembiayaan 

Mikro Pada 

Bank 

Pembiayaan 

Rakyat 

Syariah Al 

Salam 

(Idris, 

2015) 

Strategi BPRS Al Salam dalam 

menganalisis pembiayaan mikro 

menerapkan berbagai hal yang 

memudahkan nasabah dalam 

memberikan pembiayaan dan 

meminimalisir risiko pembiayaan 

bermasalah seperti melakukan 

pendekatan personal kepada calon 

nasabah komunikatif, pembagian tugas 

yang baik oleh Kepala Divisi Bisnis, dan 

Produk Modal Kerja dan Investasi 

sebelum para staf pembiayaan 

melakukan survei ke nasabah. 

9. Analisis 

Laporan 

Keuangan 

Debitur 

Sebagai Bahan 

Pertimbangan 

Pemberian 

Kredit pada PT 

Bank Syariah 

(Supriadi 

& Salim, 

2018) 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pihak yang menyalurkan kredit pada PT 

Bank Syariah Mandiri Cabang Maros 

telah menyalurkan kredit sesuai dengan 

ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

Mandiri Maros & 88 Bakery layak 

mendapatkan untuk mendapatkan kredit. 

Debitur Aneka Beras masih belum bisa 

dikatakan layak mendapatkan kredit. 
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Mandiri 

Cabang Maros 

10. Analisis 

Laporan 

Keuangan 

Perusahaan 

dalam Kaitan 

Pemberian 

Kredit kepada 

Calon Nasabah 

(Effendhi, 

2019) 

Hasil penelitian mengenai sistem 

pemberian kredit di PT. Bank Rakyat 

Indonesia Cabang Nabire Provinsi Papua 

dinilai sangat baik dalam penerapannya. 

Bank Rakyat Indonesia dalam 

memberikan kredit kepada nasabah telah 

sesuai dengan Panduan Kredit 

Perbankan dan Kebijakan Pimpinan 

serta Panduan Standar 48 Prosedur 

Kredit Bank 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pelnellitian kulalitatif adalah pelnellitian yang belrmaksuld ulntulk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan secara holistik dan melalui deskripsi verbal dan linguistik 

dalam lingkungan menggunakan berbagai metode alami (Yakin, 2023). 

Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang 

mendalam tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari suatu 

individu, kelompok, dan atau organisasi tertentu. Dalam penelitian kualitatif 

jumlah teori yang harus dimiliki oleh peneliti kualitatif lebih banyak karena harus 

disesuaikan dengan fenomena yang berkembang dilapangan (V, 2014) 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu analisis 

data yang digunakan dengan cara memberikan penjelasan dengan memberikan 

predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. 

Alur dalam penelitian deskriptif kualitatif yang peneliti lakukan berfokus pada 

upaya untuk memahami, menggambarkan, dan menjelaskan secara mendalam 

suatu fenomena sosial, perilaku, atau kejadian berdasarkan data yang 

dikumpulkan langsung dari lapangan. 

Dalam penelitian ini, data kualitatif diperoleh langsung dari hasil 

wawancara mendalam dengan 6 informan yang terdiri dari Branch Manager, 

Micro Relationship Manager (MRM), Operation Supervisor (OS), serta tiga orang 

nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah di salah satu bank syariah di 
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kota Rengat. Informasi yang dikumpulkan meliputi penjelasan mengenai alur 

kerja prosedur pembiayaan, implementasi SOP internal, hingga penyebab 

terjadinya gagal bayar dari sudut pandang masing-masing nasabah. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Pelnellitian dilakulkan di Bank Syariah Indonelsia Kantor Cabang 

Pelmbantul Relngat, yang telrleltak di Jl. Sulltan No. 50, Kampulng Belsar Kota, Kelc. 

Relngat, Kabulpateln Indragiri Hullul, Riaul 29319. 

3.3 Sumber Data 

Dalam pelnellitian ini, sulmbelr data dikellompokkan melnjadi dula katelgori, 

yaitul data primelr dan data selkulndelr: 

1) Data Primelr 

Data primelr melncakulp belbelrapa meltodel pelngulmpullan informasi, 

selpelrti wawancara, obselrvasi dan dokumentasi. Untuk mendapatkan 

data primer, peneliti melakukan wawancara terhadap informan. 

Sedangkan untuk mendapatkan data sekunder peneliti 

mengumpulkannya melalui data di salah satu bank syariah di kota 

Rengat. 

Dalam penelitian ini sumber data atau informan yang terlibat dan 

mengetahui permasalahan yang dikaji adalah: 

Tabel 3. 1 Informan Penelitian 

No Inisial Posisi dalam Penelitian 

1. SPP Branch Manager (sebagai kepala cabang salah satu 

bank syariah di kota Rengat) 

Dalam memberikan penjelasan singkat mengenai 

faktor-faktor penyebab terjadinya kenaikan angka 
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NPF di salah satu bank syariah di kota Rengat. 

2. A Micro Relationship Manager (sebagai pihak yang 

menyalurkan pembiayaan produktif) 

Dalam memberikan penjelasan konkret terkait 

bagaimana SOP internal dijalankan di lapangan, 

apakah sesuai ketentuan atau ada deviasi. 

3. JN Operation Supervisor (sebagai analyst 

permohonan pembiayaan) 

Dalam memberikan penjelasan terkait tahap 

analisa dan penyaringan calon nasabah serta 

pihak yang memberikan dokumen yang diperlukan 

4. T Nasabah gagal bayar (Petani Sawit) 

Dalam memberikan informasi penyebab terjadinya 

gagal  bayar 

5. EP Nasabah gagal bayar (Pemilik Toko Baju) 

Dalam memberikan informasi penyebab terjadinya 

gagal  bayar 

6. AS Nasabah gagal bayar (Pemilik Rumah Makan) 

Dalam memberikan informasi penyebab terjadinya 

gagal  bayar 

 

2) Data Selkulndelr 

Data selkulndelr yang dibutuhkan oleh penulis yaitu melalui 

dokulmelntasi intelrnal perusahaan yang melncakulp dokulmeln Proseldulr 

Opelrasional Standar (SOP) internal yang melngatulr tata cara 

pellaksanaan pembiayaan produktif di BSI KCP Relngat. Kemudian 

penelitian ini merujuk pada POJK Nomor 14/POJK.22/2012 tentang 

Pemberian Pembiayaan dan Manajemen Resiko. Ini berisi pedoman 
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bagaimana bank harus mengelola risiko pembiayaan, termasuk standar 

penilaian kelayakan dan pengawasan terhadap pembiayaan bermasalah 

dan POJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan 

dan Pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan yang mengatur kebijakan 

dalam melakukan pemberian pembiayaan. Data sekunder selanjutnya 

adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI). Untuk akad Murabahah dapat dilihat dari Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 04/DSN-

MUI/IV/2000. Dan yang terakhir data terkait pendapatan nasabah yang 

mengalami pembayaran bermasalah selama beberapa periode. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

1) Wawancara 

Wawancara yang digunakan dalam pengumpulan data pada 

penelitian ini yaitu wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang 

bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang 

telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan 

datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis 

besar permasalahan yang akan ditanyakan. 

Adapun hasil yang ingin diperoleh adalah sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembiayaan 

produktif 

b. Hambatan dalam pelaksanaan SOP internal pembiayan produktif di 

salah satu bank syariah di kota Rengat. 
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c. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan SOP internal 

pembiayaan produktif di salah satu bank syariah di kota Rengat 

d. Faktor penyebab terjadinya kenaikan NPF di salah satu bank 

syariah di kota Rengat 

2) Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara 

mengamati secara langsung aktivitas, perilaku, proses, atau kondisi 

objek penelitian di lapangan. Observasi dilakukan tanpa atau dengan 

interaksi langsung dengan subjek (Sugiyono, 2019). Dalam penelitian 

ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi dengan tujuan 

untuk melihat secara langsung proses pemberian pembiayaan produktif 

berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) internal perusahaan. 

3) Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa tulisan, gambar, dan data. 

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2019). 

Studi dokumentasi yang berkaitan dengan fokus penelitian, sedangkan 

dokumen yang dibutuhkan adalah sebagai berikut: 

a. Posisi Non-Performing Financing (NPF) pada salah satu bank 

syariah di kota Rengat. 

b. Sejarah PT. Bank Syariah Indonesia. 

c. Struktur Organisasi dan Job Describtion salah satu bank syariah di 
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kota Rengat. 

d. Visi dan Misi salah satu bank syariah di kota Rengat. 

e. Produk Pembiayaan di salah satu bank syariah di kota Rengat. 

f. Flowchart pembiayaan produktif. 

g. Foto-foto yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. 

3.5 Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan padanan dari konsep validitas dan reabilitas 

menurut versi penelitian kualitatif dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, 

kriteria dan paradigmanya sendiri (Husnullail et al., 2024). Uji keabsahan data 

dalam penelitian ini adalah dengan cara triangulasi sebagai metode yang 

menjamin kredibilitas data. Tujuan dari analisis data adalah menyederhanakan 

data ke dalam bentuk lebih mudah dibaca dan diinterpretasi yang seringkali 

menggunakan deskriptif kualitatif sebagai alatnya. Keabsahan data dapat dicapai 

dengan menggunakan proses pengumpulan data dengan teknik triangulasi data. 

Triangulasi dalam penyajian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data 

dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Gunawan & 

Imam, 2016). 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Triangulasi data dan 

triangulasi sumber (Husnullail et al., 2024) 

1. Triangulasi data 

Triangulasi data adalah menggunakan berbagai sumber data seperti 

dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi, atau juga dengan 

mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut 
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pandang yang berbeda. Triangulasi data merupakan teknik 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan 

berbagai waktu. Dalam hal ini, data yang diperoleh melalui 

wawancara akan dicek melakukan observasi dan dokumentasi. 

2. Triangulasi sumber  

Triangulasi sumber adalah langkah pengecekan kembali data-data 

yang diperoleh dari informan dengan cara menanyakan kebenaran data 

atau informasi kepada informan satu dengan informan lainnya. 

Peneliti menggunakan beberapa orang informan tambahan selain 

informan utama untuk mengecek kebenaran dari informan utama. 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber 

data seperti hasil wawancara, arsip maupun dokumen lainnya. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Melnulrult (Rijali, 2018) Analisis data dalam pelnellitian kulalitatif dilakulkan 

selcara simulltan delngan prosels pelngulmpullan data. Prosels ini melmulngkinkan data 

ulntulk diseldelrhanakan, yaitul mellaluli reldulksi data yang belrtuljulan ulntulk 

melrangkulm informasi dan melngellompokkan data telrselbult kel dalam konselp, 

katelgori, dan telma telrtelntul. Sellulrulh data yang tellah telrkulmpull dan dipelrolelh dari 

lapangan, sellanjultnya akan diolah dan dianalisis selcara melndalam. Selhingga 

dapat dipelrgulnakan ulntulk melnjawab pelrmasalahan dari pelnellitian.  

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu analisis 

interaktif dari Miles & Huberman yaitu adanya proses pengumpulan data, reduksi 
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data, penyajian data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. (Miles & 

Huberman, 1984) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya jenuh. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan dan Analisis Data 

Pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan informasi yang 

diperlukan demi mencapai tujuan penelitian. Sebelum melaksanakan 

penelitian, peneliti umumnya memiliki asumsi yang didasarkan pada 

teori yang diterapkan. Proses analisis data adalah usaha untuk 

mengolah data menjadi informasi yang baru dan bermanfaat. Dari data 

tersebut, informasi yang berguna akan diambil. Langkah-langkah yang 

akan saya lakukan adalah: 

a. Mengidentifikasi peristiwa yang menjadi penyebab permasalahan 

dalam penelitian. 

b. Melakukan pengamatan di lokasi penelitian. 

c. Melakukan wawancara kepada subjek yang telah di tentukan. 

d. Setelah wawancara, data akan diperoleh dan kebutuhan analisis 

data akan ditentukan. 

e. Data tersebut akan dikumpulkan dan kemudian akan diidentifikasi. 

f. Melakukan analisis terhadap data. 

g. Mendapatkan hasil penelitian. 

h. Menyusun kesimpulan. 
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2. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan suatu proses penyederhanaan yang 

dilakukan dengan cara melakukan seleksi, pemfokusan, dan 

memastikan keabsahan data mentah, sehingga dapat menghasilkan 

informasi yang bermakna dan mempermudah dalam menarik 

kesimpulan. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data yang umum digunakan dalam penelitian 

kualitatif adalah dalam bentuk naratif. Data tersebut disajikan sebagai 

kumpulan informasi yang terorganisir secara sistematis dan mudah 

dimengerti. 

4. Verifikasi/Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dalam analisis 

data yang dilakukan dengan mempertimbangkan hasil reduksi data 

yang tetap merujuk pada rumusan masalah dan tujuan yang ingin 

dicapai. Data yang telah disusun kemudian dibandingkan satu sama 

lain untuk menghasilkan kesimpulan yang menjadi jawaban atas 

permasalahan yang ada. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif 

menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi 

mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah 

dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat 
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sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di 

lapangan. 



138 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh 

seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan 

bahwa: 

1. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum salah satu bank syariah di 

kota Rengat telah menjalankan prosedur pemberian pembiayaan produktif 

sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) internal. Hal ini 

mencakup proses awal hingga akhir, seperti pengajuan, analisis kelayakan, 

survei lapangan, hingga pencairan dana. Selain itu, pembiayaan juga 

dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang merujuk pada fatwa 

DSN-MUI, terutama pada akad murabahah, mudharabah, musyarakah, dan 

ijarah, yang terbukti digunakan sesuai dengan pedoman fatwa yang relevan. 

Tidak hanya itu, pelaksanaan pembiayaan juga telah berpedoman pada 

regulasi eksternal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti 

POJK Nomor 14/POJK.22/2012 dan POJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang 

kewajiban penyusunan, pelaksanaan pebijakan pembiayaan dan manajemen 

risiko, serta POJK lainnya yang berkaitan dengan tata kelola pembiayaan 

produktif. Dengan kata lain, pelaksanaan aspek kepatuhan dari sisi SOP, 

syariah, dan regulasi secara umum telah dijalankan dengan baik dan sesuai 

ketentuan. 
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2. Hambatan dalam pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur) internal 

pembiayaan produktif di salah satu bank syariah di kota Rengat ada dua yaitu 

sebagai berikut: 

a. Hambatan internal berupa hambatan teknis dalam pelaksaan SOP (Standar 

Operasional Prosedur) pembiayaan produktif agar dapat berjalan sesuai 

dengan prosedur dan ketentuan yang ada 

b. Hambatan eksternal berupa hambatan dari nasabah karena keberatan 

terhadap biaya administrasi yang harus dibayarkan diawal perjanjian. 

3. Upaya dalam mengatasi hambatan yang timbul dalam pelaksanaan SOP 

(Standar Operasional Prosedur) pembiayaan produktif yaitu sebagai berikut: 

a. Pada hambatan internal diupayakan agar selalu melakukan koordinasi 

harian baik pada pagi hari untuk rencana kerja harian maupun koordinasi 

pada sore hari untuk hasil harian berikut juga sebagai bahan evaluasi. 

b. Pada hambatan eksternal yang merupakan dari nasabah maka ditempuh 

dengan melakukan simulasi diawal terkait biaya-biaya administrasi yang 

harus dibayarkan diawal perjanjian, kemudian dilanjutkan dengan 

memberikan informasi diawal kepada nasabah terkait biaya administrasi 

yang harus dibayarkan sekaligus mensosialisasikan mengenai ketentuan 

pembiayaan mikro di salah satu bank syariah di kota Rengat. 

4. Tinjauan Kredit Bermasalah 

Dalam praktiknya, ditemukan adanya kredit gagal bayar yang disebabkan 

oleh kondisi eksternal dan bisnis yang tidak mendukung dengan berbagai 

sebab antara lain. Temuan-temuan tersebut terjadi karena pihak nasabah 
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mengalami permasalahan dalam membayar pinjaman kredit karena terkena 

musibah. Penyebabnya antara lain, nasabah yang gagal membayar cicilan 

akibat terkena bencana banjir dalam waktu yang lama sehingga merusak tempat 

usahanya yaitu kebun sawit yang menjadi sumber penghasilan utamanya. Di sisi 

lain, ada seorang nasabah menghadapi masalah kredit macet yang disebabkan 

oleh penurunan tajam dalam permintaan pasar. Dan penyebab yang terakhir 

adalah seorang nasabah yang mengalami kredit macet karena usaha rumah 

makan yang dikelolanya terkena dampak kenaikan harga bahan baku yang 

membuat biaya operasionalnya membengkak. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka penulis dapat 

memberikan saran bagi manajemen salah satu bank syariah di kota Rengat, antara 

lain: 

1. Diharapkan salah satu bank syariah di kota Rengat dapat mempertahankan 

pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur) pembiayaan produktif yang 

telah diterapkan agar posisi NPF (Non Performing Financing) pada 

pembiayaan produktif tetap stabil kedepannya, selain itu agar nasabah dan 

masyarakat luas semakin tertarik dengan produk pembiayaan mikro tersebut. 

2. Berdasarkan hasil pengujian kepatuhan yang telah disimpulkan, maka penulis 

menyarankan sebaiknya pihak bank, khususnya bagian pembiayaan mikro, 

disarankan untuk lebih memperhatikan aspek risiko eksternal seperti bencana 

alam, fluktuasi pasar, dan kenaikan harga bahan baku. Untuk meminimalisir 

risiko gagal bayar, perlu adanya edukasi kepada nasabah mengenai manajemen 
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keuangan, pengelolaan usaha secara berkelanjutan, serta pentingnya diversifikasi 

pendapatan. 

3. Salah satu bank syariah di kota Rengat diharapkan dapat mempertahankan 

kinerja dalam mengantisipasi dan meminimalisir hambatan-hambatan yang 

timbul dalam pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur) pembiayaan 

produktif. 
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1) Transkip Wawancara 

Transkip Wawancara Dengan Nasabah Gagal Bayar di Salah Satu Bank 

Syariah di Kota Rengat 

Inisial  : Bapak (T) – Pemilik Kebun Sawit 

Hari/Tanggal : Senin/ 3 Februari 2025 

Jam   : 09.00 WIB 

Lokasi  : Kediaman (T), Rengat 

 

Hasil Wawancara 

Penulis    : Bisa Bapak ceritakan sedikit tentang latar belakang usaha 

Bapak? 

Narasumber : Saya sejak lama memang petani sawit, dari dulu sampai 

sekarang ya sawit aja. Kebun ini ada yang awalnya dari warisan 

orang tua, ada juga yang saya beli sendiri dan sekarang jadi satu-

satunya sumber penghasilan saya. Jadi, usaha saya ya bergantung 

penuh dari panen sawit tiap bulannya. 

Penulis    : Sejak kapan Bapak mulai mengelola usaha? 

Narasumber : Sekitar tahun 2012 saya mulai serius kelola kebun sawit sendiri. 

Sebelumnya ikut bantu-bantu orang tua dulu 

Penulis : Apa alasan utama Bapak memilih Bank tesebut sebagai mitra 

pembiayaan usaha Bapak? 

Narasumber : Karena waktu itu bank katanya bisa bantu petani seperti saya 

untuk modal. Selain itu, pembiayaannya pakai sistem syariah, 

saya pikir itu lebih baik dan sesuai ajaran agama. 

Penulis : Seberapa penting peran pembiayaan ini dalam perkembangan 

usaha Bapak? 

Narasumber : Sangat penting. Karena dari pembiayaan itu saya bisa beli 

pupuk, beli bibit sawit, peralatan kebun, perluas kebun dan 

perawatan kebun. Kalau nggak ada dana dari situ, usaha saya 

bisa-bisa berhenti. 

Penulis : Bagaimana proses pengajuan pembiayaan yang Bapak alami di 

Bank? 

Narasumber : Awalnya saya ada disuruh isi formulir dan memberikan berkas-

berkas persyaratan gitu, lalu disurvei ke kebun. Petugas bank 

datang lihat langsung kondisi kebun. Setelah itu nunggu beberapa 

minggu baru keluar hasilnya dan dana cair. 

Penulis : Apakah Bapak merasa persyaratan yang diminta oleh bank 

cukup jelas dan mudah dipenuhi? 

Narasumber : Ya, waktu itu sih saya merasa jelas dan bisa saya penuhi. Cuma 

ada beberapa yang harus dibantu juga sama petugas, karena saya 

kurang paham isi dokumen. 
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Penulis : Apakah Bapak mendapatkan pendampingan atau arahan dari 

pihak bank selama proses pengajuan ini? 

Narasumber : Iya, ada. Petugas bank cukup membantu, mereka jelaskan 

prosesnya dan bantu urus kelengkapan dokumen. 

Penulis : Menurut pengalaman Bapak, apakah bapak merasa prosedur 

penilaian kelayakan usaha yang dilakukan oleh bank sudah di 

laksanakan dengan teliti dan akurat? 

Narasumber : Kalau untuk proses awal pembiayaan, saya sangat menghargai 

kinerja pihak bank. Mereka sangat teliti. Sebelum dana dicairkan, 

mereka datang langsung ke lokasi kebun saya, melihat kondisi 

tanah, jenis pohon sawit, dan menanyakan hasil panen serta 

penghasilan rutin saya. Mereka juga memeriksa berkas-berkas 

saya, termasuk surat tanah dan surat keterangan usaha dari desa. 

Jadi saya merasa survei dan proses analisisnya sudah sangat 

bagus, dan tidak asal-asalan. Saya yang memang saat itu sedang 

benar-benar butuh modal dan masih punya penghasilan tetap, jadi 

dianggap layak menerima pembiayaan. Dan untuk pemberian 

plafond, pihak bank sudah professional dalam memberikan 

plafond sesuai dengan kemampuan saya karena saat itu saya 

mengajukan plafond yang lebih tinggi tapi di tolak pihak bank 

karena dirasa usaha saya tidak cukup layak untuk bisa melunasi 

angsuran perbulan dengan plafon yang tinggi 

Penulis : Apa permasalahan yang menyebabkan Bapak mengalami gagal 

bayar? 

Narasumber : Masalah utama karena harga sawit jatuh beberapa bulan, jadi 

hasil penjualan sawit nggak cukup buat bayar cicilan. Ditambah 

musim kemarau panjang, hasil panen juga menurun 

Penulis : Bisakah Bapak ceritakan tentang kejadian yang menyebabkan 

Bapak mengalami gagal bayar? 

Narasumber : Saya menjadi nasabah pembiayaan di Bank tersebut untuk 

mendukung usaha kebun sawit yang saya kelola sendiri. Saat itu 

saya mengajukan pinjaman seratus lima puluh juta dengan jangka 

waktu tiga tahun. Awalnya, usaha saya berjalan cukup baik, hasil 

panen juga stabil, dan saya bisa membayar cicilan tepat waktu. 

Tapi sejak wilayah tempat tinggal saya dilanda banjir besar 

beberapa waktu lalu, kebun sawit saya rusak parah. Air masuk 

sampai ke batang pohon, dan banyak tanaman yang mati atau 

tidak bisa dipanen lagi. Itu satu-satunya sumber penghasilan saya, 

jadi sejak itu saya kesulitan untuk menutup kewajiban 

pembayaran cicilan ke bank. 

Penulis : Bagaimana hal ini mempengaruhi kemampuan Bapak dalam 

memenuhi kewajiban pembayaran cicilan? 

Narasumber : Sangat berat. Karena penghasilan dari kebun sudah minim, 

sementara kebutuhan rumah tangga tetap harus jalan. Saya harus 

pilih, antara bayar cicilan atau beli beras buat keluarga. 
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Penulis : Bisa Bapak perkirakan jumlah penghasilan bapak dalam periode 

5 bulan mulai dari penghasilan normal hingga saat mengalami 

permasalahan gagal bayar kemarin? 

Narasumber : Sebelum banjir, penghasilan saya dari kebun sawit itu bisa 

nembus lima belas juta sampai dua puluh jutaan sebulan paling 

banyak. Tapi sejak banjir mulai masuk ke kebun, hasil panen 

menurun terus. Setelah masuk musim hujan dua bulan, kebun 

saya mulai tergenang yang menyebabkan hasil panen tidak 

optimal seperti biasanya. Di bulan ketiga, buah sawit mulai rusak, 

hasil panen tinggal separuh. Bulan keempat banyak pohon yang 

membusuk, dan bulan berikutnya itu udah parah sekali, hanya 

beberapa pohon yang buahnya bisa di panen. Setelah banjir yang 

cukup lama itu ya paling penghasilan saya cuman dapet lima juta, 

kadang malah kurang dari itu. Jadi udah susah buat bayar cicilan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152 

 

 

 

Transkip Wawancara Dengan Nasabah Gagal Bayar di Salah Satu Bank 

Syariah di Kota Rengat 

Inisial  : Bapak (EP) – Pemilik Toko Pakaian 

Hari/Tanggal : Senin/ 3 Februari 2025 

Jam   : 11.00 WIB 

Lokasi  : Jl.Sultan, Rengat. 

 

Hasil Wawancara 

Penulis    : Bisa Bapak ceritakan sedikit tentang latar belakang usaha 

Bapak? 

Narasumber : Saya usaha jualan pakaian sudah lebih dari tahun 8 tahun. 

Awalnya saya buka toko kecil-kecilan di pinggir jalan dan waktu 

itu penjualannya cukup bagus sehingga bisa sewa ruko yang 

lumayan besar seperti sekarang dan perlahan-lahan bia menyewa 

karyawan. Sekarang saya fokus di toko pakaian yang saya kelola 

sendiri ini. Pakaian yang saya jual beragam, mulai dari batik, 

seragam sekolah, baju tidur dan baju sehari-hari juga ada. 

Penulis    : Sejak kapan Bapak mulai mengelola usaha? 

Narasumber : Kalau mulai usahanya sejak 2015, tapi mulai mendapatkan laba 

cukup besar di 2017 sampai bisa sewa ruko yang luas dan 

menyewa karyawan 

Penulis : Apa alasan utama Bapak memilih Bank sebagai mitra 

pembiayaan usaha Bapak? 

Narasumber : Karena waktu itu saya ditawari program pembiayaan dari BSI. 

Katanya bisa bantu pelaku UMKM seperti saya, dan sistemnya 

syariah. Saya tertarik karena ada program KUR Syariah yang 

cicilannya ringan 

Penulis : Seberapa penting peran pembiayaan ini dalam perkembangan 

usaha Bapak? 

Narasumber : Sangat penting dan membantu sekali. Dana dari pembiayaan itu 

saya pakai buat nambah stok barang, beli rak baru, dan sedikit 

renovasi toko biar pembeli nyaman. Jadi sangat membantu waktu 

itu. 

Penulis : Bagaimana proses pengajuan pembiayaan yang Bapak alami? 

Narasumber : Prosesnya cukup mudah waktu itu. Saya isi formulir, lampirkan 

data usaha, dan setelah itu ada tim dari bank yang survei ke toko. 

Setelah disurvei, saya tunggu sekitar dua minggu dan pembiayaan 

cair. 

Penulis : Apakah Bapak merasa persyaratan yang diminta oleh bank 

cukup jelas dan mudah dipenuhi? 
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Narasumber : Iya, cukup jelas. Waktu itu saya dibantu juga sama petugas 

marketing BSI, jadi kalau ada yang saya nggak paham, mereka 

bantu jelaskan. 

Penulis : Apakah Bapak mendapatkan pendampingan atau arahan dari 

pihak bank selama proses pengajuan ini? 

Narasumber : Dapat. Mereka datang ke toko, kasih tahu dokumen apa aja yang 

perlu disiapkan. Terus juga bantu buat ajukan proposal usaha. 

Penulis : Menurut pengalaman Bapak, apakah bapak merasa prosedur 

penilaian kelayakan usaha yang dilakukan oleh bank sudah di 

laksanakan dengan teliti dan akurat? 

Narasumber : Saat saya ajukan pembiayaan, petugas bank sangat terlatih. 

Mereka memeriksa semua berkas dengan teliti dengan datang 

langsung ke toko, mengecek omzet harian saya, meminta NPWP 

dan menanyakan model bisnis yang saya jalankan. Jadi dari sisi 

prosedur, saya merasa mereka sangat hati-hati dan tidak asal 

menyetujui.  

Penulis : Apa permasalahan yang menyebabkan Bapak mengalami gagal 

bayar? 

Narasumber : Waktu itu masalahnya karena pandemi. Penjualan turun drastis, 

orang jarang belanja baju karena kegiatan juga banyak dibatasi. 

Akhirnya pemasukan saya nggak cukup buat bayar cicilan. 

Penulis : Bisakah Bapak ceritakan tentang kejadian yang menyebabkan 

Bapak mengalami gagal bayar? 

Narasumber : Awalnya toko saya masih ramai karena tren pakaian pria dan 

wanita lokal sedang naik, apalagi saat mendekati lebaran biasanya 

banyak orang belanja. Tapi setelah pandemi, justru saya malah 

megalami penurunan penjualan yang drastis. Ternyata tren 

fashion berubah sangat cepat dan banyak pelanggan pindah 

belanja ke online shop, katanya lebih murah. Saya juga susah ikut 

jualan online karena belum paham. Omset terus turun. Selang 

beberapa bulan itu paling terasa, barang nggak laku, stok numpuk. 

Akhirnya saya cuma bisa nutup biaya toko seperti bayar sewa, 

bayar pegawai sama bayar listrik. 

Penulis : Bagaimana hal ini mempengaruhi kemampuan Bapak dalam 

memenuhi kewajiban pembayaran cicilan? 

Narasumber : Karena pendapatan menurun, saya harus pilih antara beli stok 

barang sedikit atau bayar cicilan. Akhirnya saya telat bayar 

beberapa kali, dan itu jadi beban juga secara mental. 

Penulis : Bisa Bapak perkirakan jumlah penghasilan bapak dalam periode 

5 bulan mulai dari penghasilan normal hingga saat mengalami 

permasalahan gagal bayar kemarin? 

Narasumber : Setelah pandemi dan stok pakaian tidak laku terjual, omset terus 

menurun. Selang beberapa bulan itu paling terasa, barang nggak 

laku, stok numpuk. Akhirnya saya cuma bisa nutup biaya toko 

seperti bayar sewa, bayar pegawai sama listrik. Kalau untuk 
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perhitungan lima bulan seingat saya, bisa dibilang penghasilan 

saya kira-kira menurun dari kisaran Sembilan belas juta menjadi 

tujuh jutaan lah paling. Sudah nggak sanggup lagi setor cicilan 

pokoknya saat itu 
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Transkip Wawancara Dengan Nasabah Gagal Bayar di Salah Satu Bank 

Syariah di Kota Rengat 

Inisial  : Ibuk (AS) – Pemilik Rumah Makan 

Hari/Tanggal : Senin/ 3 Februari 2025 

Jam   : 15.00 WIB 

Lokasi  : Jl. Narasinga, Rengat. 

 

Hasil Wawancara 

Penulis    : Bisa Ibu ceritakan sedikit tentang latar belakang usaha Bapak? 

Narasumber : Saya usaha rumah makan dulu mulai dari warung kecil di depan 

rumah, cuma jual lauk dan nasi. Lama-lama alhamdulillah bisa 

berkembang, punya tempat sendiri, dan pelanggan tetap juga 

makin banyak, terutama waktu jam makan siang. Saya mengelola 

usaha rumah makan yang menyediakan menu masakan sehari-hari 

seperti ayam goreng, nasi uduk, dan berbagai lauk pauk.  

Penulis    : Sejak kapan Ibu mulai mengelola usaha? 

Narasumber : Sejak tahun 2020 sampai sekarang. Saat awal-awal saya dan 

keluarga yang kelola langsung, mulai dari belanja bahan sampai 

masak dan melayani pelanggan, tapi seiring berjalannya waktu, 

saya sudah bisa menyewa karyawan 

Penulis : Apa alasan utama Ibu memilih Bank tersebut sebagai mitra 

pembiayaan usaha Ibu? 

Narasumber : Kemarin saya lagi butuh modal lebih dan saya lihat pihak bank 

nawarin pembiayaan modal kerja untuk UMKM. Selain itu juga 

lokasinya dekat dari rumah, jadi gampang kalau mau konsultasi 

atau setor. 

Penulis : Seberapa penting peran pembiayaan ini dalam perkembangan 

usaha Ibu? 

Narasumber : Waktu itu saya butuh tambahan modal buat renovasi tempat 

makan, beli meja kursi baru, dan nambah alat masak. Kalau 

nggak ada dana dari BSI, mungkin saya nggak bisa kembangkan 

usaha secepat itu. 

Penulis : Bagaimana proses pengajuan pembiayaan yang Ibu alami di 

bank? 

Narasumber : Prosesnya nggak ribet. Saya diminta isi formulir, bawa KTP, 

surat keterangan usaha, dan ada survei juga dari pihak bank ke 

rumah makan. Setelah semua dicek, terus kemarin disuruh 

nungguin berapa lama gitu untuk dananya cair. 

Penulis : Apakah Ibu merasa persyaratan yang diminta oleh bank cukup 

jelas dan mudah dipenuhi? 

Narasumber : Cukup jelas sih. Saya dibantu juga sama petugas banknya, 

mereka kasih tahu apa aja yang harus disiapkan. Jadi buat saya, 

selama usaha jalan, persyaratannya nggak terlalu sulit. 
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Penulis : Apakah Ibu mendapatkan pendampingan atau arahan dari pihak 

bank selama proses pengajuan ini? 

Narasumber : Petugas bank cukup aktif membantu saya dari awal pengajuan 

sampai pencairan. Mereka juga kasih arahan soal bagaimana 

mengelola dana agar nggak dipakai sembarangan. 

Penulis : Menurut pengalaman Ibu, apakah bapak merasa prosedur 

penilaian kelayakan usaha yang dilakukan oleh bank sudah di 

laksanakan dengan teliti dan akurat? 

Narasumber : Saya lihat proses pengajuan pembiayaan di BSI cukup mudah 

dan terbuka. Petugas dari bank datang langsung ke tempat usaha 

saya, melakukan observasi langsung terhadap aktivitas produksi, 

menanyakan sumber bahan baku, dan menghitung proyeksi omset 

saya. Mereka juga memeriksa kelengkapan berkas dengan cermat, 

seperti surat izin usaha dan data keuangan sederhana. Saya 

merasa pihak bank benar-benar teliti dalam mengevaluasi 

kelayakan usaha saya sebelum menyetujui pinjaman  

Penulis : Apa permasalahan yang menyebabkan Ibu mengalami gagal 

bayar? 

Narasumber : Harga bahan-bahan pokok tiba-tiba melonjak, minyak goreng 

naik tajam, harga daging dan sayuran juga nggak stabil. Biaya 

operasional usaha saya langsung naik hampir dua kali lipat. Di 

sisi lain, saya nggak bisa serta-merta menaikkan harga jual 

makanan, karena pelanggan saya kebanyakan dari kalangan 

masyarakat menengah ke bawah. Kalau saya naikin, nanti mereka 

kabur. 

Penulis : Bagaimana hal ini mempengaruhi kemampuan Ibu dalam 

memenuhi kewajiban pembayaran cicilan? 

Narasumber : Akibat pengeluaran lebih besar dari pemasukan, jadi saya harus 

pilih antara bayar keperluan rumah tangga atau cicilan. Tapi saya 

tetap berusaha komunikasi dengan pihak bank waktu ada 

keterlambatan. 

. 

Penulis : Bisa Bapak perkirakan jumlah penghasilan bapak dalam periode 

5 bulan mulai dari penghasilan normal hingga saat mengalami 

permasalahan gagal bayar kemarin? 

Narasumber : Dulu pas awal-awal usaha masih ramai, sehari bisa habis 40-50 

porsi. Penghasilan bisa sampai dua puluh juta sebulan. Tapi 

sekarang bahan-bahan mahal semua, minyak, daging, bahkan 

cabai. Sementara kalau harga makanan saya naikin, pelanggan 

kabur. Lama-lama keuntungannya tinggal sedikit, malah kadang 

cuma balik modal aja. Di beberapa bulan kemarin itu saya cuma 

bisa bayar gas, belanja bahan, sama gaji anak bantu. Uang buat 

bayar cicilan udah gak cukup. Belum lagi masalah saingan usaha 

sama penjual yang menjual jenis makanan yang sama seperti 

saya. Kalau perhitungan dalam lima bulan kemarin, ya penurunan 
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dari pendapatan normal dua puluh jutaan menjadi kurang dari 

setengah pendapatan awal lah kira-kira. 
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Transkip Wawancara Dengan Pihak Salah Satu Bank Syariah di Kota 

Rengat 

Inisial  : Bapak (SPP) selaku Branch Manager 

Hari/Tanggal : Jum’at/ 31 Januari 2025 

Jam   : 15.00 WIB 

Lokasi  : Salah Satu Bank Syariah di Kota Rengat 

 

Hasil Wawancara 

Penulis : Bisa Bapak jelaskan secara umum mengenai peran dan tanggung 

jawab Bapak sebagai Branch Manager? 

Narasumber : Sebagai Branch Manager, saya bertanggung jawab atas seluruh 

operasional kantor cabang pembantu ini, mulai dari pelayanan 

nasabah, pencapaian target pembiayaan, hingga memastikan 

bahwa semua proses berjalan sesuai dengan ketentuan SOP dan 

prinsip syariah. Saya juga mengawasi langsung proses penyaluran 

pembiayaan dan pengelolaan risiko yang muncul. 

Penulis : Bagaimana pihak bank menentukan kelayakan nasabah sebelum 

memberikan pembiayaan? 

Narasumber : Kami menggunakan pendekatan analisis kelayakan usaha yang 

terdiri dari beberapa aspek. Sebelum pembiayaan disetujui, tim 

kami akan melakukan verifikasi data, survei lapangan, dan 

menilai kemampuan usaha dari calon nasabah. Kami menilai 

apakah nasabah memiliki usaha yang aktif, arus kas yang cukup, 

dan manajemen usaha yang sehat. 

Penulis : Apa saja kriteria utama yang digunakan dalam menilai 

kelayakan usaha nasabah? 

Narasumber : Ada beberapa kriteria, tapi yang utama adalah prinsip 5C: 

Character (karakter nasabah), Capacity (kemampuan bayar), 

Capital (modal), Condition (kondisi usaha dan pasar), dan 

Collateral (jaminan jika ada). Walaupun KUR ini sifatnya tanpa 

agunan tambahan, tetap ada penilaian kelayakan menyeluruh. 

Penulis : Bagaimana proses survei dan analisis kelayakan usaha dilakukan 

sebelum pembiayaan disetujui? 

Narasumber : roses survei dilakukan oleh tim MRM. Mereka akan datang 

langsung ke lokasi usaha, melihat operasional, wawancara dengan 

pelaku usaha, dan mengecek dokumen usaha. Setelah itu, hasil 

survei dituangkan dalam laporan analisis pembiayaan. Laporan ini 

akan jadi dasar untuk keputusan pembiayaan oleh tim analis dan 

pimpinan cabang. 

Penulis : Seberapa penting aspek kepatuhan terhadap SOP internal dalam 

proses pemberian pembiayaan? 
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Narasumber : Sangat penting. SOP itu seperti pagar yang melindungi kita agar 

tidak melakukan kesalahan. Kalau tidak sesuai SOP, bisa timbul 

risiko yang berdampak ke bank dan nasabah. Apalagi karena kita 

bank syariah, kita juga wajib patuh terhadap fatwa DSN-MUI, 

bukan hanya SOP internal dan peraturan OJK. 

Penulis : Bagaimana peran tim Micro Relationship Manager (MRM) 

dalam proses ini? 

Narasumber : MRM adalah ujung tombak kami di lapangan. Mereka yang 

berinteraksi langsung dengan nasabah, mulai dari sosialisasi 

produk, pengumpulan data, survei usaha, hingga monitoring 

setelah pencairan. Mereka juga bertanggung jawab memberikan 

edukasi dan menjaga hubungan baik dengan nasabah 

Penulis : Bagaimana Bank mengelola risiko pembiayaan untuk mencegah 

terjadinya gagal bayar? 

Narasumber : Pertama, kita mulai dari seleksi awal yang ketat, memastikan 

calon nasabah benar-benar layak. Kedua, ada sistem monitoring 

pasca pencairan. Ketiga, kami aktif berkoordinasi dengan 

lembaga penjamin dan juga memberi edukasi keuangan ke 

nasabah agar bisa mengelola dana dengan baik. Jika ada potensi 

kredit macet, kita tindak lanjuti cepat. 

Penulis : Menurut Bapak, apa saja faktor utama yang menyebabkan 

terjadinya gagal bayar pada pembiayaan KUR? 

Narasumber : Umumnya karena faktor eksternal seperti penurunan hasil 

panen, harga pasar yang anjlok, bencana alam, atau pandemi 

seperti yang terjadi sebelumnya. Tapi kadang juga ada faktor 

internal, seperti dana pembiayaan dipakai tidak sesuai 

peruntukannya atau manajemen usaha yang kurang disiplin. 

Penulis : Menurut Bapak, apa hambatan yang dialami dalam menyalurkan 

pembiayaan produktif ini? 

Narasumber : Salah satu tantangan terbesar adalah mendapatkan data usaha 

yang valid dari nasabah UMKM, karena banyak usaha mikro 

belum punya laporan keuangan. Hambatan lain adalah minimnya 

literasi keuangan nasabah, jadi perlu pendampingan lebih intensif. 

Penulis : Bagaimana prosedur yang dilakukan oleh BSI ketika nasabah 

mulai menunjukkan tanda-tanda kesulitan membayar? 

Narasumber : Biasanya MRM akan melakukan pendekatan ke nasabah untuk 

mencari tahu penyebabnya. Kalau memungkinkan, kita tawarkan 

solusi seperti restrukturisasi pembiayaan atau penjadwalan ulang. 

Kami lebih memilih pendekatan persuasif dan kekeluargaan, 

karena tujuannya membantu nasabah tetap bangkit 

Penulis : Berdasarkan pengalaman, bagaimana Bapak melihat kasus 

pembiayaan bermasalah seperti yang dialami oleh nasabah gagal 

bayar? 
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Narasumber : Saya lihat ketiganya sebenarnya punya usaha yang nyata dan 

aktif. Tapi mereka terdampak oleh kondisi eksternal seperti 

penurunan penjualan atau hasil panen. Di sisi lain, mungkin ada 

kekurangan dari pihak kami dalam hal edukasi pasca pencairan. 

Ini jadi bahan evaluasi untuk kita agar lebih ketat dan aktif 

membina 

Penulis : Bagaimana pengaruh kredit bermasalah terhadap kinerja 

keuangan bank? 

Narasumber : Tentu berpengaruh, karena pembiayaan bermasalah akan 

menambah NPF (Non-Performing Financing) dan itu jadi 

indikator kinerja yang diawasi ketat. Jika terlalu tinggi, bisa 

berdampak ke reputasi dan kepercayaan nasabah terhadap bank. 

Jadi, kami sangat serius menangani pembiayaan bermasalah sejak 

awal. 

Penulis : Apa hambatan internal yang pihak bank alami saat menyalurkan 

pembiayaan? 

Narasumber : Pada pelaksanaan SOP (Standar Operasional Prosedur) 

pembiayaan produktif ini bukan merupakan hambatan yang besar 

itu tidak, hanya dalam melaksanakan SOP (Standar Operasional 

Prosedur) kita harus mengintegrasikan masing-masing personil 

pada bagian pembiayaan produktif yang meliputi OS (Operation 

Supervisor), MRM (Micro Relationship Manager), dan APM 

(Admin Pembiayaan Mikro) agar semuanya bisa sejalan atau bisa 

satu ritme dalam pelaksanaannya sehingga dapat terlaksana sesuai 

urutan dan ketentuan prosedur yang ada pada SOP (Standar 

Operasional Prosedur). Kita juga dituntut untuk meminimalisir 

apa yang menjadi kendala tetapi tidak sampai keluar dari SOP 

(Standar Operasional Prosedur), misalkan pada saat proses BI 

Checking kurang lancar sehingga masih menunggu, tapi agar 

lebih cepat akan melakukan akad terlebih dahulu, nah itu tidak 

boleh. Karena sejauh ini kendala pada internal itu yang tidak bisa 

diprediksi adalah server pada BI Checking yang terkadang itu 

tidak lancar. 

Penulis : Apa hambatan eksternal yang pihak bank alami saat 

menyalurkan pembiayaan? 

Narasumber : Sesuai dengan yang ada di lapangan hambatan yang terjadi itu 

sifatnya dinamis tergantung kondisi dari nasabah yang 

bersangkutan serta kondisi dari usahanya. Untuk hambatan dari 

eksternal sejauh ini yang sering terjadi yaitu nasabah keberatan 

dengan biaya administrasi yang harus dilunasi diawal 

akad/perjanjian, yang meliputi biaya administrasi sebesar 1% dari 

plafond pembiayaan, biaya untuk notaris tergantung jenis 

pengikatan, biaya asuransi yaitu (premi x plafond). Karena kalau 

di bank syariah pada saat pencairan tidak boleh dipotong (harus 

penuh pada saat diterima nasabah). Karena terkadang nasabah 
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kurang memahami atas apa yang menjadi ketentuan di Bank 

Syariah Indonesia, sementara pengajuannya di bank syariah. 

Karena teknis pembiayaan pada bank syariah berbeda diawal 

dengan teknis kredit pada bank konvensional yang mana untuk 

biaya administrasinya dipotong dari pencairan 

 

Penulis : Kira-kira apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan 

internal yang timbul dalam pelakasanaan SOP pembiayaan? 

 

Narasumber : kalau untuk internal kaitannya dengan proses pembiayaan mulai 

dari permohonan pembiayaan, BI Checking, survey, analisa, 

pengajuan pada komite, pelaksanaan akad/perjanjian sampai 

pencairan, dalam mengatasinya itu dengan memahami ritme 

masing-masing personil karena jika ada satu yang terhambat 

otomatis yang lain jadi terhambat juga, meskipun sebenarnya 

harus ada yang memantau seberapa jauh progres harian ataupun 

mingguan dalam suatu tim akan tetapi sejauh ini di bank pada tim 

pembiayaan produktif masing-masing personil dalam 

menjalankan tugasnya memiliki tanggung jawab masing-masing, 

hanya saja untuk menyamakan ritme ini perlu selalu melakukan 

koordinasi baik sore maupun pagi, kalau pagi minimal untuk 

koordinasi harian dan sorenya adalah untuk koordinasi hasil 

harian serta selalu update info terkait nasabah 

 

Penulis : Kira-kira apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan 

eksternal yang timbul dalam pelakasanaan SOP pembiayaan? 

Narasumber : Untuk mengantisipasi agar nasabah tidak keberatan dengan 

biaya administrasi yang ada, maka kita mulai simulasikan diawal 

kira-kira nasabah ini mengajukan pembiayaan dengan jumlah 

plafond berapa, lama waktunya, serta jaminannya berupa apa 

sehingga dapat diketahui biaya administrasinya, jadi selagi kita 

proses di internal untuk proses pengajuan permohonan dan 

pencairan pembiayaan, nanti nasabah kita informasikan dulu 

biaya administrasinya agar bisa menyediakan terlebih dahulu, 

tanpa kita janjikan bahwa pencairan akan segera terealisasi karena 

bisa saja nasabah salah persepsi dengan beranggapan setelah 

melunasi biaya pencairan akan langsung terealisasi. Karena hal 

ini dilakukan dengan maksud agar nasabah bisa menyediakan 

terlebih dahulu biaya administrasinya sebelum pengajuan 

permohonan pembiayaannya disetujui oleh komite. Selain 

mengkomunikasikan diawal terkait ketentuan-ketentuan yang ada 

kita juga sosialisasi terkait aturan yang ada di Bank Syariah 

Indonesia. 

Penulis : Menurut Bapak, apa penyebab utama meningkatnya rasio 

pembiayaan bermasalah (NPF) di bank selama 3 periode, 

meskipun prosedur telah dijalankan sesuai SOP? 
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Narasumber : Kalau kita lihat dari tren kenaikan NPF yang terjadi di bank 

selama 3 periode di tahun 2021-2023, sebenarnya kami sudah 

menjalankan semua tahapan prosedur pemberian pembiayaan 

sesuai SOP internal. Tim MRM (Micro Relationship Manager) 

dan analis kami melakukan survei lapangan, verifikasi data, 

hingga pengajuan akad secara lengkap. Namun, ada faktor 

eksternal yang cukup kuat pengaruhnya terhadap kondisi 

kelancaran pembayaran nasabah. Beberapa nasabah yang kami 

fasilitasi pembiayaannya mengalami kesulitan dalam menjalankan 

usaha, terutama setelah pandemi dan adanya fluktuasi harga 

komoditas di daerah. 

Penulis : Bagaimana bank memastikan kepatuhan terhadap SOP dan 

regulasi dalam menghadapi risiko pembiayaan bermasalah? 

Narasumber : Kami berupaya untuk menjaga kualitas pembiayaan agar tetap 

sehat. Kepatuhan terhadap SOP dan regulasi OJK sudah menjadi 

kewajiban mutlak, namun tetap ada tantangan eksternal yang sulit 

dikontrol. Kami sedang memperkuat monitoring pasca pencairan 

agar risiko NPF bisa ditekan. 
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Transkip Wawancara Dengan Pihak Salah Satu Bank Syariah di Kota 

Rengat 

Inisial  : 1) Bapak (A) selaku pihak Micro Relationship Manager 

     2) Ibu (JN) selaku pihak Operation Supervisor 

Hari/Tanggal : Jum’at/ 31 Januari 2025 

Jam   : 14.00 WIB 

Lokasi  : Salah Satu Bank Syariah di kota Rengat 

Hasil Wawancara 

Penulis : Bisa Bapak/Ibu jelaskan prosedur pemberian pembiayaan 

produktif di kantor ini? 

Narasumber (1) : Jadi pada nasabah yang mengajukan pembiayaan produktif terlebih 

dahulu harus mengisi formulir permohonan pembiayaan yang telah 

disediakan oleh pihak bank, setelah itu nasabah menyerahkan berkas 

legal sesuai persyaratan yaitu meliputi (foto kopi KTP (Kartu Tanda 

Penduduk), Surat Nikah, Kartu Keluarga, Surat Usaha, serta 

Jaminan), kemudian dilakukan pemeriksaan legalisasi data nasabah 

tersebut oleh bagian administrasi pembiayaan”. 

  Setelah nasabah mengajukan pembiyaan, langkah selanjutnya 

yaitu kita melakukan analisa, analisa disini dimulai dari 

pengecekan BI Checking nasabah yang berisi tentang riwayat 

pembiayaan nasabah, kemudian jika hasil BI Checking nasabah 

itu baik maka kita akan melakukan survey lapangan yang 

dilakukan oleh MRM (Micro Relationship Manager) dan survey 

kita juga melakukan analisa, analisa disini meliputi analisa aspek 

usahanya layak atau tidak, lalu aspek pendapatan, dan aspek 

karakter yang digali menggunakan metode Trade Checking yaitu 

dengan menanyakan pada tetangga disekitar nasabah mengenai 

keadaan nasabah. Kami juga akan melakukan pengecekan bahwa 

nasabah sedang tidak melakukan pembiayaan atau kredit di 

tempat lain. Pada proses survey dan analisa tersebut harus ada 

dokumentasi seperti foto rumah nasabah, jaminan, dan usaha 

nasabah, karena dilampirkan atau dibutuhkan pada proses 

selanjutnya. Khususnya pada jaminan yang digunakan oleh 

nasabah dalam hal pembiayaan mikro ini ada beberapa kriteria 

yang harus terpenuhi seperti, apabila jaminan tersebut berupa 

rumah maka letak rumah tersebut tidak boleh berada didekat 

sungai, disebelah makam, sementara jika berupa kendaraan maka 

tahun pembuatan kendaraan tersebut maksimal 5 tahun sebelum 

tahun pengajuan pembiayaan misal, pengajuan pada tahun 2016 

maka tahun pembuatan kendaraan yang dijadikan jaminan 

tersebut maksimal tahun 2011, dibawah itu tidak bisa. Selain itu 

letak lokasi usaha dan rumah nasabah tersebut lokasinya juga 

tidak boleh lebih dari 10 km dari outlet. 
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Narasumber (2) : jadi setelah proses analisa selesai, semua aspek mulai dari 

permohonan hingga hasil survey disusun dalam bentuk laporan dan 

hasil resume dari data-data calon nasabah, yang mana dalam hal ini 

disebut NAP (Nota Analisa Pembiayaan), yang akan digunakan 

sebagai bahan pengajuan untuk memperoleh keputusan disetujui atau 

tidak kah permohonan pembiayaan calon nasabah tersebut, isi dari 

NAP (Nota Analisa Pembiayaan) yaitu permohonan nasabah, hasil 

analisa aspek-aspek pembiayaan yang meliputi (analisa aspek 

karakter dan manajemen, analisa aspek yuridis, analisa aspek teknis, 

analisa aspek pemasaran, analisa aspek keuangan, analisa aspek 

jaminan), mitigasi risiko, usulan pembiayaan 

  Setelah penyusunan NAP (Nota Analisa Pembiayaan) yaitu 

penentuan keputusan permohonan pembiayaan calon nasabah, 

apakah disetujui ataukah ditolak. Dalam pemutusan pembiayaan 

tergantung limit yang dimiliki oleh MRM (Micro Relationsip 

Manager) dan Branch Manager, jika disetujui maka akan lanjut pada 

proses akad dan perjanjian, tapi jika ditolak maka pihak bank akan 

memberikan surat penolakan pada calon nasabah 

Narasumber (1) : Setelah keputusan dari komite pembiayaan turun dan permohonan 

pembiayaan nasabah diterima, proses selanjutnya itu pembuatan SP3 

(Surat Penawaran Pemberian Pembiayaan), order akad yaitu 

perjanjian jual beli dengan menggunakan akad murabahah, 

pengikatan agunan dengan notaris, pembuatan SPAJ (Surat 

Permintaan Asuransi Jiwa) 

Kemudian setelah pencairan, sebisa mungkin untuk kita tahu 

bagaimana kondisi nasabah berikut usahanya, serta sebisa mungkin 

kita tahu ketika nasabah telat walau hanya seharipun. Misalkan jika 

tidak sempat untuk mengunjungi nasabah secara langsung, maka 

bisa dilakukan dengan via telepon dan dilakukan secara rutin. Untuk 

itu lokasi usaha dan rumah nasabah pembiayaan produktif di Bank 

maksimal berjarak 10 km dari kantor. 

Penulis : Bisa Bapak/Ibu jelaskan peran Bapak/Ibu dalam proses 

penyaluran pembiayaan? 

Narasumber (1) : Saya sebagai MRM bertugas mencari dan mendampingi nasabah 

mikro, mulai dari sosialisasi produk, membantu pengajuan 

pembiayaan, melakukan survei langsung ke lokasi usaha, hingga 

monitoring pasca pencairan. 

Narasumber (2) : Kalau saya dari sisi OS, lebih banyak berperan dalam proses 

administrasi dan dokumentasi. Saya memastikan semua dokumen 

pembiayaan yang masuk sesuai dengan SOP, lengkap, dan siap 

untuk dianalisis serta dicairkan. 

Penulis : Apa akad yang di gunakan dalam pembiayaan produktif? 

Narasumber (2) : Kalau akad yang digunakan pada pembiayaan produktif disini 

paling sering menggunakan akad murabahah bil wakalah 
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(murabahah dengan wakalah), karena kami pihak bank tidak bisa 

menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah baik itu untuk 

modal usaha ataupun untuk yang lainnya, dan jenis 

pembiayaannya yaitu pembiayaan mikro multiguna. Tapi 

meskipun demikian juga tidak menutup kemungkinan untuk 

menggunakan akad murabahah apabila ada yang sesuai dengan 

permintaan nasabah 

Narasumber (1) : Penggunaan akad murabahah sebagai akad pada pembiayaan 

produktif adalah mengacu pada petunjuk teknis yang ada, karena 

untuk akad yang lain menyesuaikan dengan jenis dan keperluan 

pembiayaan, nah sedangkan kalau di pembiayaan produktif itu 

kalau bukan beli ya sewa, karena di pembiayaan produktif 

menggunakan sistem angsuran dan kebutuhan nasabah untuk 

barang, maka kami memakai akad murabahah dan yang menjadi 

acuan kami adalah petunjuk teknis operasional dari kantor pusat. 

Sebenarnya akad pada pembiayaan produktif ada 2 (dua) yaitu 

akad Murabahah dan Ijarah (sewa) artinya kebutuhan yang tidak 

berupa barang. Sejauh ini akad yang digunakan pada pembiayaan 

produktif tidak murni akad murabahah akan tetapi akad 

murabahah bil wakalah karena tidak memungkinkan untuk 

menyediakan barang kebutuhan nasabah. Dalam praktiknya kedua 

akad tersebut dipisah atau menjadi satu itu disesuaikan dengan 

form yang ada diarea yang penting akad wakalahnya tetap ada. 

Narasumber (2) : Memang tidak memungkinkan bagi kami menyediakan langsung 

barang kebutuhan nasabah, karena itu kami menggunakan akad 

murabahah bil wakalah. Tapi kami tetap mengikuti aturan DSN-MUI 

dengan meminta nasabah menyerahkan invoice atau bukti pembelian 

setelah diberi kuasa sebagai wakil bank. Semua dokumen dicek dan 

diarsip sesuai SOP. 

Penulis : Bisa Bapak/Ibu jelaskan contoh kasus gagal bayar yang pernah 

terjadi dan apa penyebab utamanya? 

Narasumber (1) : Ada beberapa contoh kasus gagal bayar, contoh yang paling 

banyak itu adalah nasabah yang memiliki usaha perkebunan. 

Mereka sering kali mengalami kasus pembiayaan bermasalah 

akibat kebun mereka terkena banjir. Nasabah yang memiliki 

usaha perkebunan sawit yang awalnya lancar membayar, tapi 

karena hasil panen menurun dan harga jual sawit yang nggak 

stabil, akhirnya usahanya terdampak dan mulai menunggak. 

Kemudian, ada juga nasabah yang punya usaha toko pakaian, 

terdampak berat karena daya beli masyarakat menurun dan 

munculnya banyak pesaing online. Contoh lainnya ada nasabah 

yang punya usaha rumah makan, usahanya sepi karena lokasi 

tidak strategis dan pada saat itu terjadi kenaikan bahan baku. Dari 
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tiga nasabah ini saja, dampaknya cukup signifikan terhadap rasio 

NPF kami. Jadi, bisa saya katakan bahwa kenaikan NPF lebih 

banyak disebabkan oleh faktor di luar kendali internal, bukan 

karena pelanggaran terhadap SOP pembiayaan yang ada. 

Penulis : Apa langkah atau solusi yang dilakukan bank dalam menangani 

pembiayaan bermasalah? 

Narasumber (1) : Solusi pada pembiayaan bermasalah yang dipakai pada Bank 

yaitu dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan dikarenakan 

lebih mudah dan gampang dalam implementasinya, disamping itu 

untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu 

dengan memahami karakter nasabah, kemampuan nasabah dalam 

memenuhi kewajibannya itu sejauh mana, jaminan yang akan 

digunakan sebagai jaminan, dan memonitoring angsuran nasabah 

agar tidak tersendat. Selain itu kita juga menawarkan pada 

nasabah untuk dipindahkan pada bank lain jika sudah masuk pada 

kolektibilitas kurang lancar. 

Narasumber (2) : Dalam menangani pembiayaan bermasalah di Bank ini punya dua 

alternativ yaitu Restruktur berupa merestruktur pembiayaan yang 

bermasalah dengan memperkecil angsuran dan sisanya dibayarkan 

diakhir jangka waktu pembiayaan, tapi jika masih belum bisa 

melunasi maka dilakukan restruktur lagi dengan memperpanjang 

waktu angsuran, akan tetapi sebelum melakukan restruktur terlebih 

dahulu dilakukan survey ulang pada kondisi nasabah seperti diawal, 

dikhawatirkan informasi yang diberikan oleh nasabah tidak sesuai 

dengan fakta yang ada dilapangan. Disamping itu selain diikutkan 

asuransi jiwa, setiap nasabah pembiayaan mikro juga secara otomatis 

di ikutkan asuransi wanprestasi karena sudah satu paket dengan 

asuransi jiwa, akan tetapi untuk asuransi wanprestasi ini tidak 

disampaikan pada nasabah karena dikhawatirkan nasabah akan 

menyepelekan kewajiban angsuran yang harus dibayarkan. Hal ini 

dilakukan adalah untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan 

bermasalah yang akan berimbas pada tingkat NPF (Non Performing 

Financing) pembiayaan. 

Penulis : Bagaimana Bapak/Ibu memastikan pembiayaan yang diberikan 

sesuai dengan prinsip syariah dan SOP internal? 

Narasumber (1) : Dalam prosesnya, kami memulai dari pengumpulan data calon 

nasabah, survei lapangan, kemudian kami analisa berdasarkan 

prinsip 5C dan syarat-syarat administratif. Jika semua persyaratan 

lengkap dan lolos analisa, baru kita proses ke tahap keputusan 

pembiayaan dan pencairan. Prosedur ini selalu kami sesuaikan 

dengan SOP dari pusat. 

Narasumber (2) : Kita tidak hanya melihat usaha nasabah dari dokumen, tapi juga 

turun langsung ke lapangan untuk mengecek keberadaan usaha, arus 
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kasnya, hingga lingkungan sekitar. Semua ini untuk memastikan 

pembiayaan yang diberikan benar-benar layak dan minim risiko 

Penulis : Apa saja kriteria utama yang Bapak/Ibu gunakan untuk menilai 

kelayakan usaha nasabah mikro? 

Narasumber (1) : Kriteria utama kami antara lain: usaha harus aktif dan berjalan 

minimal 6 bulan, ada arus kas yang stabil, dan lokasi usaha jelas. 

Kami juga perhatikan karakter nasabah, karena ini penting untuk 

komitmen pembayaran ke depan. Apabila jaminan tersebut berupa 

rumah maka letak rumah tersebut tidak boleh berada didekat 

sungai, disebelah makam, sementara jika berupa kendaraan maka 

tahun pembuatan kendaraan tersebut maksimal 5 tahun sebelum 

tahun pengajuan pembiayaan misal, pengajuan pada tahun 2016 

maka tahun pembuatan kendaraan yang dijadikan jaminan 

tersebut maksimal tahun 2011, dibawah itu tidak bisa. Selain itu 

letak lokasi usaha dan rumah nasabah tersebut lokasinya juga 

tidak boleh lebih dari 10 km dari outlet. 

Penulis : Apakah pembiayaan sudah sesuai berdasarkan prinsip syariah? 

Narasumber (2) : Ya, semua produk pembiayaan di BSI sudah mengacu pada 

prinsip syariah dan selalu mengacu pada fatwa DSN-MUI, 

misalnya murabahah untuk pembelian barang usaha. 

Narasumber (1) : Dari sisi kami yang di lapangan, kami juga pastikan penggunaan 

dana oleh nasabah sesuai akad. Kalau dana murabahah, maka 

harus untuk beli barang usaha, bukan untuk konsumsi. 

Penulis : Apakah BSI terlebih dahulu telah melakukan analisis terkait 

pembiayaan tersebut, seperti melakukan analisis apakah nasabah 

tersebut layak diberikan pinjaman atau tidak? 

Narasumber (2) : Analisis dilakukan oleh tim analis pembiayaan, tapi kami dari 

OS menyiapkan dan menyaring berkas agar lengkap dan siap 

ditelaah. 

Narasumber (1) : Kami dari tim mikro memberikan data lapangan yang menjadi 

dasar analisis, seperti hasil survei usaha, estimasi omzet, dan 

profil nasabah. Seperti yang saya jelaskan tadi saat pemberian 

prosedur, kami akan melakukan analisis seperti BI Checking dan 

mengukur kemampuan nasabah dalam membayar pinjaman 

Penulis : Apa tantangan utama yang Bapak/Ibu hadapi dalam menilai 

kelayakan usaha nasabah? 

Narasumber (1) : Tantangannya adalah banyak usaha mikro yang belum punya 

pencatatan keuangan. Jadi kami harus gali informasi dari 

omongan langsung dan observasi. Kadang nasabah juga melebih-

lebihkan omzetnya. 

Narasumber (1) : Tantangan dari sisi kami biasanya adalah kelengkapan dokumen 

yang kurang atau ketidaksesuaian antara laporan MRM dan bukti 

administratif. 
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Penulis : Apakah Anda memiliki indikator khusus untuk mengidentifikasi 

nasabah yang berpotensi gagal bayar? 

Narasumber (1) : Ada. Biasanya kalau usaha mulai sepi, tempat usaha sering 

tutup, atau nasabah mulai susah dihubungi, itu jadi red flag. Kami 

juga perhatikan jika nasabah mulai tidak konsisten dalam 

komunikasi dan komitmen. 

 

1. Flowchart Pemberian Pembiayaan Produktif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isi form permohonan 

pembiayaan 
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permohonan 

pembiayaan 

Fotokopi identitas diri dan pasangan 

Fotokopi kartu kelaurga 
Fotokopi surat nikah 
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Fotokopi laporan keuangan 6 bulan 

terakhir 
Fotokopi jaminan 

Slip gaji 3 bulan terakhir 

SK pengangkatan terakhir 
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2. Dokumentasi Berkas Persyaratan Pembiayaan Produktif 
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Dokumentasi Surat Pra-Riset 

 

 

 


